PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR T TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Menimbang:

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6),
Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah
Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan
Perdesaan Dan Perkotaan Dan Bea Perolehan Atas Hak
Tanah Dan Bangunan;

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3684), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang 54 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan
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Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kal:
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahar
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomotr 55&7).
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhis
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembarar
Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahar
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lemberan Negare
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahar
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dar
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi}
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembarar
Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023  tentan
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerj:
menjadi Undang-Undang (Lembararn Negara Republil
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembarar
Negara Repuklik Indonesia Nornor 6865);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentan;
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daeral
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republil
Indonesia Nomor 6881);



Menetapkan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 Tentang
Perwilayahan Industri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6916);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Peubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tebo Tahun 2024 Nomor 1};

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tebo.

4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
Bakeuda adalah Organisasi Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo yang
memungut Pajak Daerah.

5. Kepala Bakeuda adalah Kepala Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Tebo.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas
tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan
mulai dari penghimpunan data objek dan
subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang
terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak
kepada Wajib Pajak serta pengawasan
penyetorannya.



8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepade
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkar
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkar
imbalan sccara langsung dan digunakan untuk
keperluan  Daerah bagi sebesar-besarnyse
kemakmuran rakyat.

9. Pajak Bumi dan  Bangunan Perdesaan dar
Perkotaan yang sclanjutnya disingkat PBB-P
adalah Pajak atas bumi dan /alau bangunar
yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkar
oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasar

yang digunakan untuk kegiatan  usah:
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10.Bumi adalah permukaan bumi yang meliput
tanah dan perairan pedalaman.

11.Bangunan adalah konstruksi teknik  yang
ditanam atau dilekatkan secara tetap diatau
permukaan Bumi dan dibawah permukaar
Bumi.

192.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunar

yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajal

s P e T o B v~ 1r ~ ey v s I P R N A 2 B
CALCAND }.)\/l \JAN LA CALd L ACATN CA LCAND LCAl hgAdd \.ALALA/ cancan
Bangunan.

13.Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunai
adalah perbuatan atau peristiwa hukum yan;
mengakibatkan diperolehnya hak atas tanal
dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atai
Badan.

14.Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, adalal
hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan
beserta Bangunan  diatasnya, schagaiman:
dimaksud dalam undang-undang di bidan,;
pertanahan dan Bangunan.

15.0bjek PBB-P2  adalah Bumi dan/atat
Bangunan yang dimiliki, dikuasai,dan/atal
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badas
untuk sektor Perdesaan dan perkotaan, kecual
kawasan yang digunakan untu k kegiatan usah:
perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

16.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badas
yang dapat dikenai Pajak.

17.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan
meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak,das
pemungut Pajak, yang mempunyai hak da
kewajiban perpajakan sesual dengan ketentuean
peraturan perundang-un dangan.

18.Penanggung Pajak adalah orang pribadi bada
yang bertanggungjawab atas pembayaran Pajak
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kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuat
peraturan perundang-undangan perp ajakan.

Badan adalah seckumpulan orang dan /atau
modal yang merupakan kesatuan, baik yany

mclakuksn usaha maupun yang tidal
melakukan usaha yang meliputi perseroar
terbatas, perseroan komanditer

perseroanlainnya, badan usaha milik negara
BUMD, atau badan usaha milik desa, dengai

nama dan dalam bentuk apapun
firma,kongsi,koperasi,dana pensiun

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisas
massa, organisasi sosial politik, atau organisas

lainmeoa  lewmbaoa dan beontuk badan lainnya
@ainnyaq, (iivaga dan ocntuxk Oaldil aaiiiiiyd
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termasuk kontrak investasi kolektif dan bentul
usaha tetap.

.Tahun Pajak adalah jan gka waktu yan;

lamanya 1 (satu) tahun kalender.

_Nomor Pokok Wajib Pajak Dacrah yan;

selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomo
yang diberikan kepada Wajib Pajak sebaga
sarana dalam administrasi perpajakan Daeral
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atau identitas Wa)ib Pajak dalan
melaksanakan hak dan memenuhi kewajibai
perpajakan daerahnya.

Nomor Objck Pajak Daerah yang selanjutny:
disingkat NOPD adalah nomor identita sobjel
Pajak sebagai sarana dalam administras
perpajakan dengan ketentuan tertentu.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutny:

disingkat NJOCP adalah harga rala rata yamn,
diperoleh dari transaksi jual beli yang terjad
secara wajar,dan bilamana tidak terdapa
transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalu
perbandingan harga dengan objek lain yan:
sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOI!
pengganti.

Surat Pemberitahuan Objck  Pajak  yan
selanjutnya disingkat SPO#® adalah surat yan
digunakan oleh Wajib Paj ak untuk mclaporkas
data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengal
ketentuan peraturan perundang-undangai

perpajakan daerah.

_Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yan;

selanjutnya disebut SPPT, adalah surat yan,
digunakan untuk m emberitahukan besarny:
PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

.Saat Terutangnya Pajak adalah sejak tangge

SPPT diterbitkan.
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_gurat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya

disebut STTS, adalah bukti pembayaran yang
dikeluarkan oleh Bank termasuk  struk
Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atas
pembayaran atau pcnyctoran Pajak yang tclah
dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bank yang
ditunjuk Pejabat berwenang.

Daftar Himpunan Ketetapan Pajak, yang
selanjutnya disebut DHKP adalah buku yang
digunakan olech Pemerintah  Kabupaten Tebe
sebagai Himpunan Ketetapan dan Pembayarar
Pajak untulz menatausahakan ketetapan dar
pembayaran Pajak dari Wajib Pajak.

Surat Kctctapan Pajak Dacrah yang sclanjutnys
disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajalk
yang menentukan Dbesarnya jumlah Pajal
terutang.

Qurat Setoran Pajak Daerah yang sclanjutnys
disingkat SSPD adalah bukti Pembayaran atat
penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengar
menggunakan formulir atau telah dilakukar
dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalu
tcmmpat  Pombayararn  yang ditunjuk Pcjaba
berwenang.

Surat Ketetapan Pajak Dac rah Kurang Baya
yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalal
surat ketetapan Pajak yang menentukar
besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredi
Pajak, jumlah kekurangan Pembayaran pokol
Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlal
yang masih harus dibayar.
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Tambahan yang selanjutnya disingka

SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yan;
menentukan tambahan atas jumlah Pajak yan;
ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yan:
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah sura
ketetapan Pajak yang menentukan jumlal
kelebihan pembayaran Pajak karena jumlal
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terutang atau tidak seharusnya terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutny:
disingkat STPD adalah surat untuk melakukau
Tagihan Pajak dan Jatau sanksi administras
berupa bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah sura
keputusan yang membetulkankesalahan tulis
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penerapan ketentuan tertentu dalan
peraturan  perundang-un dangan perpajakar
Daerah yang Lerdapat dalam SPPT
SKPD,SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB
STPD, Surat Kcputusan Pembetulan, atau Sur
Keputusan Keberatan.
Surat Keputusan Keberatan adalah sura
keputusan atask eberatan terhadap SPPT
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDILB
atau terhadap pemotongan atau pemungutar
pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
Fengembalian adalah kelebihan pembayarar
Pajak PBB-P2 yang dlkcmbahkan kepada Wajil
v B = {

p

Pajak dalam bentuk uang tu nal ataw pemindal
bukuan.

Kompensasi adalah kelebihan pembayarai
Pajak PBB-P2 yang diperhitungkan dengai
utang PBB-P2 lainnya yang sudah atau belun
jatuh tempo atau alas permintaan Wajib Pajal
diperhitungkan dengan ketetapan PBB-P2 pad:

tahun berikutnya.

.Pembayaran Pajak adalah besarnya kewajlbax
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dengan SPTPD, SKPD, SKPDKE, SKPDKBT
SKPDLB, dan S$TPD ke Kas Dacrah atau k
ternpat  lain  yang ditunjuk scsuai dengai
jangka waktu yang telah ditentukan.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiata
menghimpun dan mengolah data, keterangan
dan/atau bukti yeng dilaksanakan secar:
objektif dan profesional berdasarkan suati

Sianda.r pC}‘“ riksaan qu\‘\,\x MInguaji kc raLLx‘uul
pemenuhan kewajiban perpajakan an/ata

untuk tujuan lain dalam rangka molaksanakm
ketentuan perundang - undangan perpajakai
Daerah.

anding adalah upaya hukum yang dapa
dilakukan oleh Wajib Pajakatau penanggun
Pajak terhadap suatu kcputusan yangdapa
diajukan banding  berdasarkan Peraturas
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_Putusan Banding adalah putusan badan

peradilan Pajak  atas banding terhada,
Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajil
Pajak.

Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakas
penagihan Pajak yang m eliputipenagihas
seketika dan sekaligus, pemberitahuan sura
paksa, penyitaandanpeny randeraan.
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untuk menguasai barang Penanggung Pajal
guna dijadikan jaminan untuk melunasi utan;
Pajak menurut peraturan perundang-undangai
yang berlaku.
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< u(ulule scrangaian indaka:
ag,ar Penanggung Pajak melunasi utang Pajal
dan biaya penagihan Pajak dengan menegu

atau memperingatkan, melaksanakatr
penagihan sekcetika dan sekaligus
memberitahukan Surat Paksa, mengu sulkai
pencegahan, melaksanakan Penyitaan

melaksanakan penyanderaan, menjual baran;
yang telah disita.

46.Pcnagihan  Sckctika  dan Sckaligus adalal
tindekan penagihan Pajak yang dilaksanakai
oleh Juru sita Pajak kepada Penanggung Pajal
tanpa menunggu tanggal jatuh temp:
pembayaran yang meliputi scluruh utang Pajal
dari semua jenis Pajak, Masa Pajak ,dan Tahu
Pajak.

47.Surat Teguran adalah surat yang diterbitkau
oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untul
mclunasi utang Pajaknya.

48.Surat Paksa adalah surat perintah membaya
utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.

49.Surat Keputusan Keberatan adalah sura
keputusan atas Kkcberatan terhadap SKPD
SKPDLB, atau terhadap pemungutan oleh pihal
ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

50.Kas Umum Daerah adalah tempat pen ylmpanas
uang daerah yang ditentukan oleh Bupau untul
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membayar seluxuh pengeluaran (1'1(-rah

51.Surat Perintah Pencairan Dana PBB- P2 yan
selanjutnya disebut SP2D PBB- P2 adalah sura
yang diterbitkan oleh Bupati scbagai saran:
untuk pengembalian kelebihan pembayarai
PBB-P2.

52.Pajak Terutang adalah Pajak yang harus dibaya
pdda saat tertentu dalam masa Pajak, tahu
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53.Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangk.
Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2 yan
selanjutnya disebut Pemeliharaan Basis Dat:
PBB adalah kegiatan pemutakhiran dat
piutang PBB-P2 dan pemutakhiran data obje!
dan/atau Subjek Pajak PBB-P2 untuk period
tahun Pajak yang belum kadaluwarsa.

54.Pemutakhiran Data Piutang PBB- [’9 adalal
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pLa b;u\oux VAL L LGRS mie A)’ OB ALKLAN ihadad prrLaieasa



PBB-P2 dalam basis data PBB dengan nila
piutang yang sebenarnya.

55 Pemutakhiran Data Objek dan/atau Subjel
Pajak PBB-P2 adalah kegiatan verifikasi objel
dan/atau Subjck Pajak PBRE P2 yang tercantun
pada Daftar Nominatif dengan kondisi yan,
sebenarnya.

56.Daftar Biaya Komponen Bangunan yan
selanjutnya disingkat DBKB adalah tabel untul
menilai Bangunan berdasarkan pendekatai
biaya yang terdiri dari biaya komponen utame
biaya komponen maicrial, dan biaya kompone:
fasilitas, untuk sctiap jenis penggunaal
bangunan.

57.Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan yan
selanjutnya disebut Penilaian PBB-P2 adalal
kegiatan untuk menentukan NJOP yang akas
dijadikan dasar pengenaan PBB-P2, denga
menerapkan pendckatan perbandingan harge
pendekatan biayn, dan/atau pendekatai
kapitalisasi pendapatan.

BAB I
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Pasal 2
(1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah mengatu
Tata Cara Pemungutan :
a. PBB-P2; dan
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(2) Tata Cara Pemungutan sebagaimana dimaksud pad
ayat (1) meliputi pengaturan mengenai :
a. pendaftaran dan pendataan;
b. penetapan besaran Pajak terutang;
c. tata cara perhitungan pajak;
d. masa dan tahun pajak;

e. pendaftaran, pendataan, pen ilaias da
pelaporan;

I mivam A b aarerem Alnaals evaialr baose -

e 1.)\/& AVACLLLCAL CALL ) kf') Ay tJ( A.l CALAS. RJUAL Al

permohonan mutasi;

permohonan surat keterangan;

permohonan salinan,;

pembayaran;

permohonan penerbitan kembali;

permohonan penundaan jatuh tempo pembayaran;

— e e g

m. permohonan keberatan;
n. permohonan pengemba lian;



0. permohonan pembatalan ketetapan;

p. permohonan pembetulan;

q. permohonan pengurangan dan pen ghapusan sanks
administrasi,
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s. pemeliharaan basis data PB B-P2 dan permohonai
aktivasi NOPD;

t. e-sppt PBB

u. penagihan dan kedaluarsa penagihan,
v. penghapusan piutang;

w. sosialisasi dan edukasi; dan

X. gugatan;

BagianKcdua

Umum

Paragraf 1
PBB-P2

Pasal 3

Objek PBB-P2 yaitu Bumi dan/atau Bangunai
yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkai
oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasau
yang digunakan untuk kcgiatan  usah
perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1
termasuk permukean Bumi hasil kegiata
reklamasi atau pengurukan.

Yang dikecualikan dari objek PBB-P.
sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) yait
kepemilikan, penguasaan dan/atar
pemanfaatan atas:
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1
Pemerintah Pusat, kantor Pemerintahas
Dacrah, dan kantor penyelenggara negar
lainnya yang dicatat sebagai barang milil
negara atau barang milik Dacrah;

b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakai
semata-mata untuk melayani kepentinga
umum di bidang keagamaan, panti sosial
kesehatan, pendidikan dan kebudayaa
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memperoleh keuntungan;

¢. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mat
digunakan untuk tempat makam (kuburan,
peninggalan purbakala, atau yang sejenis;

d. Bumi yang merupakan hutan lindung, huta
suska alam, hutan wisata, taman nasiona.
tanah penggembalaan yang dikuasai olel
desa dan tanah negara yang belum dibebar
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suatu hak;

e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakar
oleh perwakilan diplomatik dan konsula
berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

g
:

Bumi dan/atay Bangunan yang digunakax
oleh Badan atay perwakilan lembag:
internasional yang ditetapkan  dengar
Peraturan Menteri;

Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur keret:

8

api, moda raya (erpadu (Mass Rapid Transit)
lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atai
yang sejenis;

h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tingga

TAadwenwro Tn Al amelrza e N . TOD et s
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ditetapkan oleh Bupati; dan
i, Bumi dan/atau Bangunan yang dipungu
Pajak Bumi dan Bangunan olch Pemerintah.

Paragral 2
BPHTB

DL reatas e
L2070 13D yauduw 4w\

Cbjck BPE ;
dan/atau Bangunan.
Perolehan Hak atas Tarniah dan/atau Banguna
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) meliputi:
a. Pemindahan hak karcna:
1. Jual beli;
2. Tukar-menukar;
3. Hibah;
4. Hibah wasiat;
5. Waris;
6. Pemasukan dalam perseroan atau badai
hukum lain;
7 Pemisahan hak yang mengakibatkai
peralihan;
8. Penunjukan pembeli dalam lelang;
9. Pelaksanaan putusan hakim yan;
mempunyai kckuatan hukum tetap;
10.Penggabungan usaha;
11.Peleburan usaha;
12. Pemekarain usaha; atau
13.Hadiah; dan
b. Pemberian hak baru karena:
1. Kelanjutan pelepasan hak;atau
2. Diluar pelepasan hak.
Hak atas tanah dan/atau Bangunai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. hak milik;

lhalr suinna US
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c. hak guna bangunan;

d. hak pakai;

e. hak milik atas satuan ruma h susun; dan
f. hak pengelolaan.

Dikccualikan dari  objck BPHTE  mcliput
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
a. untuk kantor pemerintah pusat

pemerintahan daerah, penyelenggara Negara
dan lembaga negara lainnya yang dicata
sebagal barang milik negara atau barang
milik Daerah,;

b. oleh negara untuk penyelenggaraar
pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaar
pembangunan guna kepentingan umuim;

c. untuk badan atau perwakilan lembag:

internasional dengan syarat tidal
menjalankan usaha atau melakukar

kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Bada
atau perwakilan lembaga terschut  yan;
diatur dengan pcraturan men Leri;

d. untuk perwakilan diplomatik dan konsula
berdasarkan asas pcrlakuan timbal balik;

e

olch orang pribadi atau Badan karcni
konversi hak atau karena perbuatan hukun
lain dengan tidak adanya perubahan nama;
f. oleh orang pribadi atau Badan karcna wakal
g. oleh orang P ribadi  atau Badan = yan
digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
h. untuk masyarakat berpenghasilan rendal

sesuai dengan keternituan peraturas
perundang-undangan.
T it oaemt o~ oy ey Y on 3 s e P P F MHLITD s~
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masyarakat berpenghasilan rendal

sebagaimana dimak sud pada ayat (4) hurutl |
yaitu untuk kepemilikan rumah pertam:
dengan Kkriteria tertentu yang ditetapkan olel
Bupati.

Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pad
ayat  (9) disclaraskan dengan  kebijaka
pemberian kemudahan pembangunan da
perclehan ruman bagi Mmagyaraiks
berpenghasilan rendah yang diatur oleh mente:
yang menyelenggarakan urusan pemerintaha:
di bidang pekerjaan umum dan perumaha

rakyat.

Paragraf 3
Subjek Pajak

Pasal 5



(1) Subjek Pajaik PBB-2 adalah orang pribadi atat
Badan yang secara nyata mempunyai suatu hal
atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai
dan/atau memperoleh m anfaat atas Bangunan.

(2) Subjck Pajak BPHTE a

Badan yang memperoleh Hak atas Tanal

dan/atau Bangunan.

(3) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atat
Badan vang secara nyata mempunyai suatu hal
atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai
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dan/atau memperolchman faat atasBangunan.
(4) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atat
Badan yang memperoleh Hak atas Tanal

A
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Bagian Ketiga
Penetapan

Paragraf 1
Dasar Pengenaan dan Penctapan PBB-P2

Pasal 6
(1) Dasar pcngenaan PBRBB-P2 yaituNJOP.
(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1

ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untu!
objek Pajak tertentu dapat ditetapkan sectia
tahun sesuai dengan perkembangal
wilayahnya.

(3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1
dihitung berdasarkan harga rata-rata yan
diperoleh dari transaksi jual beli yang terjac

YYven

(4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rat

sebagaimana dimeaksud pada ayat (3

penghitungan NJOP dapat dilakukan denga

metode:

a. perbandingan harga dengan objek lain yan
sejenis;

b. nilai perolehan baru; atau

c. nilai jual pengganti.
A~ 1re
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ayat  (4) ditetapkan berdasarkan  prose
penilaian PBB-P2.

Pasal 7
Besaran NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pas:

6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8



(2)

3)

setiap Wajib Pajak diberikan NJOP tidek kene
Pajak.

NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksuc
pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesal
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk
setiap Wajib Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasa
lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayal
daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimane
dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan atas
salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahur
Pajak.

Pasal 9
Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimanse
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan :

a. Untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,0
(satu miliar rupiah) sebesar 20% (dua pulul
persen);

b. Untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milia
rupiah) sebesar 40% (empat puluh persen),

c. Untuk lahan produksi pangan dan ternak denga
NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (saty
miliar rupiah) sebesar 50% (lima puluh persen); dan

d. Untuk lahan produksi pangan dan ternak denga
NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milia
rupiah) sebesar 100% (seratus perser.).

Besaran persentase sehagaimana dimaksuc

pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-F.

dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. kenaikan NJOP hasil penilaian;

b. bentuk pemanfaatan cbjek Pajak; dan/atau

c. Klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kota.

Pasal 10

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

a. Untuk NJOP di bawah Rp. 500.000.000,00 (Lim
Ratus Juta Rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nc
koma satu satu persen);

b. Untuk NJOP Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Jut
Rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (sat
milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol kom
dua lima persen),

c. Untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000.00 (Sat
Milyar Rupiah) ditetapkan sebesar 0,3 % (nol kom
Tiga persen);

Untuk Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksu

pada. ayat (1) yang berupa lahan produks

pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,08°

(nol koma nol Delapan persen).
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Bagian Keempat
Tata Cara Perhitungan PBB-P2

Pasal 11

DR N + w4 ’ I
PER P2 yang wruilang Qiaituarg

(1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksu

dalam Pasal 10. ‘

Saat terutang PBI3-P2 ditctapkan pada saa

terjadinya kepemilikan, penguasaan dan/ata

pemanfaatan Bumi dan atau bangunan.

Saat menentukan untuk menghitung PBB-P.

terutang scbagaimana dimaksud pada ayat (<

berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pad

tanggal 1 Januari.

Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutan

merupakan wilayah Dacrah yarg meliputt leta

objek PBB-P2.

Termasuk dalarn wilayah pemungutan PBB-P

sebagaimana dimaksud pada ayat (4

merupakan wilayah Daerah tempat Burmn

dan/atau bangunan berikut beradas

a. laut pedalaman dan perairan darat serta Banguna
di atasnya; dan

b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman da
perairan darat yang konstruksi teknikny
terhubung dengan bangunan yang berada ¢
daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 4
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Pasal 12

Dasar pengenaan BPHTB yaitu Nilai Peroleha

Objek Pajak (NPOP).

Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaiman

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan denga

ketentuan:

a. harga Transaksi untuk jual beli;

. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hiba
wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan ata
badan hukum lainnya, pemisahan hak yar
mengakibatkan peralihan, peralihan hak karen
pelaksanaan putusan hakim yang mempuny:
kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru ate
tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hal
pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasa
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hak, penggabungan usaha, peleburan usahe
pemekaran usaha, dan hadiah; dan

c. harga Transaksi yang tercantum dalam risala
lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
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mengakibatkan peralihan sebagaiman.

dimaksud pada ayat (2) huruf b, besaran Nile
Perolehan Objek Pajak berdasarkan Pembagian Ha
Bersama atau pembagian hak atas tanah dan/ata
bangunan.

Dalam hal Nilai Perolehan Objek Paja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tida
diketahui atau lebih rendah d aripada NJO
vang digunalkan dalam pengenaan Pajale buw
dan bangunan pada tahun terjadinya perolehar
dasar pengenaan BPHTB yang digunaka:
adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaa
Pajak bumi dan bangunan pada tahw
terjadinya perolehan.

Bupati dapat menetapkanr nilai pasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
berdasarkan zona nilai tanah.

Pasal 13
Dalam penetapan besaran BPHTEB terutang
Pemerintah Daerah menetapkan NPOPTK
sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB.
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pada ayat (1) ditetapkan sebesar  Rj

80.000.000,00 (delapan puluh juta rupial
untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak ¢
wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
Dalam hal perolehan hak karena hibah wasie
atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pas:
4 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5, yan
diterima orang pribadi yang masih dalar
; usrga  ecdarah  dalam gar
keturunan lurus satu derajat ke atas atau sat
derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasi:
atau waris, termasuk suami atau istr
NPOPTKP ditetapkan sebesar Ry
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

R

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitur
dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHT
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (



setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksu«
dalam Pasal 13 ayat (2) atau ayat (3),dengan tari
BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:

a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganiny
perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;

b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akt
untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasia
pemasukan dalam perseroan atau badan hukur
lainnya, pemisahan hak yang mengakibatka
peralihan, peng abungan usaha, peleburan usahz

~ls " R LS At Tnm Al
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pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuas
oleh penerima waris mendaftarkan peraliha
haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempuny:
kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim
e. pada tanggal diterbitkannya sural keputusa
pemberian hak untuk pem berian hak baru ate
tanah sebagai kelanjutan dari pelepasar hak;

rh

pada tanggal diterbitkannya sural keputusa

pemberian hak untuk pemberian hak baru di luc

pelepasan hak; atau
g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untu
lelang.

(2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tida
menggunakmq perjanjian  pengikatan  jual I
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sa:
terutang BPHTB untuk jual beli yaitu pada sa:

AitanmAntnemonmimyrs Aalrta 11vml hnls
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(3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Banguna
menggunakan  perjanjian pengikatan  jual = bc
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,mak
saat berakhirnya perjanjian pengikatan jual beli yar
akan dilanjutkan dengan proscs akla jual beli aka
dilakukan validasi penilaian BPHTB scsuai dengea
harga transaksi pada tahun berjalan.

Masa dan Tahun Pajak

Pasal 17
Masa Pajak dimulai tanggal 1 Janu ari dan berakh
31 Desember pada tahun berjalan.

Pasal 18
(1) Tahun Pajak PBB-P2 dan BPHTB ditetapka

vl - ey tva) T 1rnlvam A
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(3)

(4)

(1)

Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-
P2 yang terutang yaitu menurut keadaan objek
PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
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di wilayah Daerah yang meliputi letak objek
PBB-P2 dan BPHTB.

Bagian Keenam
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 19

Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
Waiib Pajak mclakukan  pom bayaran atal
penyetoran  Pajak  yang terutang  dengar
menggunakan SSPD dan atau SPPT
Pembayaran atau penyetoran Pajal

ebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukar
melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
Pembayaran atau penyetoran BPHTB ata:
perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunau
dari jual beli sebagaimana dimaksud dalan

Danmal A aoeat (D) vyl e~ eorle 1 bnnrmed e enl oo s
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Dalam hal terjadi perubahan atau pembatala

perjanjian  pengikatan jual beli sebelun

perjanjian  pengikatan jual  beli sebelun
ditandatanganinya akta jual bel
mengakibatkan:

a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang
Wajib Pajak mengajukan permohona
pcngembalian kelebihan pembayaran BPHTE; atau

b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Paja
melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.

Pembayaran atau penyetoran BPHTI

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan aya

(5) huruf b paling lambat dilunasi pada sag

penandatanganan akta jual beli.

Untuk setiap Nilai BPHTB yang sudal

ditetapkan oleh BAKEUDA wajib melakuka

pembayaran atau penyctoran 15 hari kerja seja
hari ditetapkan.

Format SSPD BPHTB sebagaimana dimaksu

pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yan

merupakan bagian tidak terpisahkan  da

Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Kepala kantor bidang pertanahan hanya dape

melakukan pendaftaran hak atas tanah ata

Aaft 1]
mendaftaran peralihan hak atas tanah setela



Wajib Pajak menyerahkan bulli pembayarar
BPHTE.

(2) Kepala kantor bidang pertanahan  yan

Treavve

‘ Tr At ot 1 m i
lamerar kotontuan scbagaimana Qimaks

maianggar <Ll
pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengar
ketentuan peraturan perundang-un dangan.

Pasal 21
Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atal
Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturai
perundang—undangan bukan merupakan objel

BPHTB, Bupati dapat menerbitkan sura
Trmt menmem vy braalrosaes Alnaaly T2XDHLITI2
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Bagian Ketujuh
Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 22
(1) Wajib Pajak atau kuasanya dapat mengajuka
permohonan penelitian SSPD BPHTEB kepad
Kepala Badan.

=
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(2) Pcrmohonan schagaimanda <

(1) harus disertai dengan:

a. SSPD BPHTB yang telah dicap dan ditandatangar
oleh PPAT, PPATS, atau Kepala Kantor Lelang;

b. SSPD BPHTB yang telah dicap dan ditandatangar
oleh Bank atau Bukti pembayaran elektronik;

c. fotokopi SPPT atau cetakan dari aplikasi online;

d. lunas PBB-P2 seluruhnya;

e. fotckopi kartu tanda penduduk, kartu keluarg:
stau identitas lainnya yang dipcrsamakan;

f. fotokopi bukti kepemilikan, penguasaarn, ata
pemanfaatan tanah berupa:

1. sertifikat;

9. surat Peralihan Hak;

3. surat Keputusan dari Instansi berwenang

4. surat keterangan yang dikeluarkan lura
dan diketahui oleh camal setempa
dan/atau
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g. surat Kuasa bermaterai apabila dikuasakan;
h. fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak;
khusus BPHTB waris melampirkan:

pde

1. surat keterangan kematian;

2. fotokopi kartu tanda pendud uk dan kart
keluarga seluruh ahli waris; dan

3. surat keterangan  waris yang ¢«
tandatangani lurah dan camat;

frtn Alialr.
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(2)

k. surat pernyataan yang mencrangkan @ belu
memiliki bumi dan bangunan di Dacrah bagi yan
mendapatkan NPOPTKP; dan

1. dokumen lain yang diperlukan.

I‘\/L mat PCT xxxuh\u 1an pcnc.'ﬁt,lan SSPD EPHT!
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantur

dalam Lampirarn yang merupakan bagian tida
terpisahkan dari Peraturan Bupat ini.

Pasal 23

BAKEUDA melakukan penelitian atas SSPI

BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksu

pada ayat {1} mcliputi pecmeriksaan:

a. Kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalar
SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum
1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBE

P2 lainnya; dan
2. pada basis data PBB-P2;

b. kesesuaian NJOP Bumi per meter perses
yang dicantumkan dalam SSPD BPHT!
dengan NJOP Bumi per meter persegi pad
basis data PBE P2

c. kesesuaian NJOP Bangunan pecr melc
persegi yang dicantumkan dalam SSP]
BPHTB dengan NJOP Bangunan per mete
persegi pada basis data PBB-P2;

d. kebenaran dan kewajaran penghitunga
BPHTB yang meliputi:

1. NPOP;

2. NJOP;

2 N TONTYT ST

P PO R N O ]

4. Tarif dan pengenaan atas objek Paja

tertentu; dan
5. BPHTB terutang atau yang harus dibayar
e. kebenaran penghitungan BPHTB yan
disetor, termasuk besarnya penguranga
yang dihitung sendiri;
f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yan
dikecualikan dari pengenaan BPHTE

+¢>v~v\nnn1 1- 1rw1+n«1 varrvralimnm Alnial TRDLTN
ternmasugk Lriteria plngeduiaiidnl O0jCx Do

bagi masyarakat berpenghasilan rendah; da:
g. survei lapangan untuk mengecek kebenara
atas data SSPD BPHTB dan dokume
pendukung, jika dibutuhkan.
Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksu
pada ayat (2) huruf d angka 4 melipu
perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
Kriteria pengecualian objek BPHTB  baj

pp— ~lrm+ <1
masyarakat berpenghasilan renda



(6)

(7)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul
yaitu untuk kepemilikan rumah @ pertamce
dengan kriteria tertentu yang ditelapkan dengar
Keputusan Bupati.

Kriteria tortontu scbagaimana dimaksud pade
ayat (3) diselaraskan dengan kebijakar
pemberian kemudahan pembangunan dar
perolehan rurnah bagi masyaraka
berpenghasilan rendah yang diatur oleh menter
yang menyelenggarakan urusan pemerintahar
di bidang pekerjaan umum dan perumahar
rakyat.

Proses Penelitian atas SSPD BPHTE

(1Y A3l alevslrms
) dliasuagKar

,c.

scbagaimana dimaksud pada aya
paling lama 1 (satu) hari kerja se‘]ak diterimany:
secara lengkap SSPD BPHTB untuk penelitiar
di tempat.

Dalam hal berdasarkan hasil Penclitian SSPL
BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (6

jumlah Pajak yang disetorkan lebih kecil dar
jumlah Pajak terutang, Wajib Pajak wajil

membayar selisih kekurangan tersebut.

Bagian Kedelapan
Pelaporan

Pasal 24

PPAT, PPATS, atau notaris scsua

kewenangannya wajib:

a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepad:
Wajib Pajak, sebelum menandatangani akt:
pemindahan Halk atas Tanah dan/atau
Bangunan; dan/atau

b. melaporkan pembuatan perjanjiai
pengikatan jual beli dan/atau akta ata
tanah dan/atau Bangunan kepada Bupat
paling lamabat pada tanggal !0 (scpulub
bulan berikutnya.

Dalam hal PPAT, PPATS, atau notaris melangga

kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1

dikenakan sanksi administratif berupa:

a. denda sebesar Rpl0.000.000,00 (sepulul
juta rupiah) antuk setiap pelanggaral
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru
a; dan/atau

A v Ao Trenenoy e ‘)w 1T N0 N0 O {eventas IERES
ClriGa oAl ISSONER VAW AW VAW AW RS A (RSO S =

o
:

rupiah) untuk setiap laporan scbagaiman
dimaksud pada ayat (1) huruf b.
Kepala kantor yang membidangi pelayana
lelang negara wajib:



(4)

(1)

a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepad:
Wajib Pajak, sebelum menandatangan
risalah lelang; dan

b. melaporkan risalah lelang kepada Bupat

paling lambat pada tanggal 10 (scpuluh
bulan berikutnya.

Kepala kantor yang membidangi pelayanar

lelang negara yang melanggar ketentuar

sebagaimana dimaksud padae ayat (3) dikenakan
sanksi sesuai dengan  ketentuan  peraturai
perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN PER

Bagian Kesatu
Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian

Pasal 25
Setiap Wajib Pajak, wajib mendaftarkan dir
dan/atau objek pajaknya kepada Bupati melalu
Kepala Badan.
Untuk PBB-P2 dcngan moengguna
SPOP dan/atau LSPOP.
SPOP dan/atau LSPOP harus diisi dengai
benar, jelas dan lengkap dan ditandatangan
oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sert:
disampaikan ke BAKEUDA paling lambat 3t
(tiga puluh) hari kalender sejak diterimany:
SPOP dan/atau LSPOP.

)
i r;(.lx x..\:

Dalam hal perolehan hak tanah dan/ata
Bangunan disebabkanprogram pemerintah yan
dalam peralihan hak tanah dan/atau bangunanny:
masih tcrutang maka dilakukan penginputa
BPHTB yang masih terutang dengan menggunaka:
perhitungan NJOP tahun berjalan.

——

(2)

lasal 27

Dalam rangka pendataan Objeck Pajak da
Subjek Pajak, SubJek Pajak wajib mengisi SPO.
dan/atau LSPOP.

SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksu
pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, bena:
dan lengkap serta ditandatangani da:
disampaikan kepada BAKEUDA sesual walt
yang ditentukan oleh Pe¢jabat/petugas yan
berwenang paling lama 30 (tiga puluh) has
segjak SPOPD diterima.

r-f‘
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Pengisian SPOP dan/atau LSPOF sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara

elektronik.

Pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak

scbagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat

dilakukan dengan cara:

a. penyampaian dan pemantauan
pengembalian SPOP dan/atau LSPOP; dan

b. identifikasi objek Pajak; dan/atau

c. verifikasi data objck Pajalk; dan/atau

d. pengukuran bidang objek Pajak;

e. apabila tidak mengembalikan formulir SPOF
dan/atau LSPOP, akan ditetapkan olek
Bupati scsual dengan  ketentuan yang

berlaku.
Pendataan dilakukan oleh petugas/timr

pendataan yang ditetapkan dengan Keputusar
Bupati.

Bentuk SPOP dan/atau LSPOP scbagaimane
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalamn
Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28
Penilaian objek Pajak, dilakukan olch BAKEUD/
secara massal maupun secara individua
dengan menggunakan pendekatan penilaiar
atau mctodce scbagai berikut ¢
a. pendekatan data pasar; dan/atau
b. pendekatan biaya; dan/atau
c. pendekatan kapitalisasi pendapatan.
Hasil penilaian objek Pajak secbagaiman:
dimaksud pada ayat (1) digunakan sebaga
dasar penentuan NJOP.
Penilaian objek Pajak terdiri dari objek Pajal
umum dan objek Pajak khusus.
Cbijck Pajak umum scbagaimana dimaksu
pada ayat (3), terdiri dari :
a. Objek Pajak standar adalah objek Pajak yan
memiliki kriteria tertentu; dan
b. objek Pajak non standar adalah objek Paja
yang tidak memiliki Kkriteria objek Paja
standar.
Objek Pajak standar sebagaimana dimaksu
pada aya t(4)huruf a,memenuhi Kriteria sebage

s aves b v 4o
a. tanah :<10.000 mZ<(lebih kecil

atau sama dengan sepulu
ribu meter persegi);
b. Bangunan :;jumlah lantai s 4(lebih






(6)

——
C

(9)

(10)

(11)

(12)

Kecil atau sama dengan
empat) lantai;dan
¢. Luas Bangunan :51.000m?Z2(lebih kecil
atau sama dengan seribt
meter persegi).
Cbjek Pajak non standar sebagaiman:
dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah objel
Pajak yang tidak memenuhi kriteria objek Pajal
standar.
Objek Pajak khusus sebagaimana dimaksuc
pada ayat (3), meliputi :
a. jalan tol;
b. bandar udara dan pelabuhan;
¢. galangan kapal dan dcrmags;
d. stasiun kereta api;
e. Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU);
f. tempat penampungan/kilang minyak, ai
dan gas, pipa minyak;
g. menara Base Transceiver Station (BTS);
h. taman rekreasi;
Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU); dan

o pde
.

j- lapangan golf.

Penilaian massal dilakukan terhadap objel

Pajak standar sebagaimana dimaksud pada aya

(5).

Penilaian massal scbagaimana dimaksud pad:

ayat (8) dapat berupa:

a. penilaian massal tanah; dan/atau

b. penilaian massal bangunan dengai
menyusun DBKB.

Penilaian individua! dilakukan terhadap objel

Pajak non standar scbagaimana dimaksud pad

ayat (6) dan objek Pajak yang bersifat khusu

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) denga

menyusun penyesuaian DBKB.

Penyusunan DBKB sebagaimana dimaksu

pada ayat (10) didasarkan pada standar harg

yang ditetapkan oleh Bupati kecuali untu

DBKB penilaian massal Bupati dapa

mempertimbangkan kewajaran yang berdampa
da kcnaikan NJOP.

Penilaian individual sebagaimana dimaksu:

pada ayat (10) dapat berupa:

a. penilaian individual untuk objek Pajak Bum
dengan pendekatan data pasar; dan/atau

b. penilaian individual untuk objek Pajak Burr

paupun Bangunan dengan pendekata
biaya; dan/atau
c. penilaian individual  untuk objeck  Pgja






(13)

(14)

(2)

bangunan dengan pendekatan kapitalisas

pendapatan.
Penilaian massal scbagaimana dimaksud pade
ayat (8) dilakukan oleh petugas penilai yang
ditctapkan olch Bupati atau Kepala Badan.
Dalam melakukan penilaian individua
sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Bupat
atau Kepala Badan dapat bekerja sama dengar
penilai pemerintah, penilai publik, dan instans
lain yang terkait.

Pasal 29

Kegiatan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaiar

Objck Pagjak dan Subjck Pajak digunakan untul

pemeliharaan basis data.

Pemeliharaan basis data dilakukan dengar

cara:

a. pasif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis dat:
yang dilakukan oleh BAKEUDA berdasarkar
laporan yang diterirna dari Wajib Pajal
dan/atau pejabat/instansi terkait  yan;
pelaksanaannya melalui prosedur yan,

1’\/‘\"‘1 f\‘l"‘ hl
WL LA,

b. aktif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis dat:
yang dilakukan oleh BAKEUDA dengan car:
mencocokkan dan menyesuaikan data objel
dan subjek Pajak yang ada dengan keadaan
yang sebenarnya di lapangan ata
mencocokkan dan menyesuaikan nilai jus
objek Pajak dengan rata-rata nilai pasar yan;
terjadi di lapangan berdasarkan pemeriksaau
lapangan yang dilakukan clch pctugas yan
ditunjuk dalam rangka pendataan terhada)
Wajib Pajak maupun. untuk pengujial
keakuratan dalam data objek Pajak.

c. pemeiitharaan basis data  scbagaiman
dimaksud pada huruf a dan huruf b dapa
dilakukan secara online dan dapat melalc
kerjasama dengan instansi terkait.

Dalam rangka pelaksanaan kegiata

sendaftaran, pendataan serta penilaian masse

sebagaimana dimaksud pada ayat (1

BAKEUDA dapat bekerjasama dengan perangks

Daerah dan/atau instansi terkait dan/ata

pihak ketiga yang membidangi kegiata

tersebut, dan dapat dilakukan secara online.

Bagian Kedua
Pendaitaran SPPT PBB-P2 Objek Pajak Baru



(1)

Pasal 30

Pendaftaran objek Pajak baru yaitu pendaftarar

Objek PBB-P2 yang belum terdaftar.

Pendaftaran objek Pajak baru sebagaimans:

dimaksud pada ayal (1), dilakukan clch Subjcl

Pajak dengan persyaratan sebagai berikut :

a. mengajukan permohonan seccara tertulis
dalam Bahasa Indonesia yang ditujukar
kepada Bupati melalui BAKEUDA;

b. mengisi SPOP dan/atau LSPOP, dengar
jelas, benar dan lengkap;

c. surat permohonan dan SPOP dan/atat
LSPOP ditandatangani olch Subjek Pajal
ataax  Wajib Pajak  dan dalam ha
ditandatangani oleh bukan Subjek Pajal
atau Wajib Pajak, harus dilampiri dengar
surat kuasa;

d. melampirkan dokumen pendukunrg sebaga
berikut:

1. foto kopi kartu tanda penduduk atat
identitas diri lainnya;

2. foto kopi bukti kepemilikan,
pcenguasaan/ pcmanfaatan tanal
(sertifikat/Surat Keputusan dari Instans
berwenang/Surat Keterangan yan;
dikeluarkan Lurah / Kepala Desa dai
diketahui Camat setempat/dokumen lan
yang sejenis);

3. folo kopi lzin Mendirikai
Bangunan/Persetujuan Bangunan gedun;
atau surat keterangan kelurahan / Kepal:
Dcsa dengan denah  lokasi objck Pgjal
atau surat pernyataan luas bangunai
yang ditandatangani oleh Wajib Pajak;

4. foto kopi SPPT tetangga, |

5. foto objek Pajak;dan

6. titik koordinat objek Pajak.

e. penyelesaian pendaftaran objek Pajak ban
dilakukan melalui penelitian dan dituangka:
dalam berita acara melalui prose

. - "
nemutakhiran data.
F

f. dalam hal bukti kepemilikan/ penguasaan
pemanfaatan tanah (sertifikat/AJB/sura
keputusan dari instansi berwenang/ Sura
Keterangan yang dikeluarkan Lurah/Kepal
Desa dan diketahui Camat setempat
dokumen lain yang sejenis) diterbitkan
(lima) tahun  kebelakang sejak  sas

- f":r:\ ax ‘ﬂzxrv 13 4Aw1(:l")v1‘\ ~ 1T~
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(3)
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(2)

(3)

(4)

dilakukan pengecckan, legilisir, plotting olel
instansi yang berwenang.

g. membuat surat pernyataaan data baru objel
Pajak vang ditandatangani oleh Wajib Pajal

~ v I 13 o vang by by
(;-\L(a\.kl LAJALA \H(\Al ) Yy llf.‘.' >7g ) LU _,U\AA‘
dikuasakan seria ditandatangan

Kelurahan/Kantor Desa dan Kecamatair
lengkap berikut saksi-saksi, kecuali yan;
melampirkan bukti kepemilikan berup:
sertifikat.

h. Dokumen lain yang diperlukan.

Permohonan SPPT objek Pajak baru, ketetapar

dapat. diterbitkan pada talhun berjalan da:

At nslaitlrm e T1r~t i, ~y ey = (13 sy ox TP SN
GITCTr Oitsail LCiciapan O piimiy) ECE S RO
kebelakang.

Format permohonan objek Pajak ban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakal
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupat
ini.

Pasal 31
Berdasarkan basis data, Bupati mclalul Kepal
Badan menerbitkan SPPT.
SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1
bukan merupakan bukti kepemilikan hak.
Besaran pokok PBB-P2 yang terutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1
dituangkan dalam SPPT schagai ala

pembayaran PBB-P2.

SPPT dapat diterbitkan melalui:

a. pcncctakan maassal berupa SPPT PEE-P2 da
DHKP;

b. pencetakan dalam rangka:
1. penerbitan Salinan SPPT;

d

2. penerbitan SPPT scbagai tindak lanju
atas keputusun keberatan, penguranga
atau pembetulan;

3. tindak lanjut pendaftaran objek Paja

baru;
4 ‘T““-’"‘ n nls]—\t\ Nty anliyrryla v vrn Ao
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dan subjek;dan

5. permohonan penundaan jatuh temp
pembayaran PBB-P2.

pencetakan salinan e-SPPT dapat dilakuka

secara elektronik; dan

d. salinan e-SPPT bherlaku sama statusny
dengan SPPT non elektronik.

Proses penerbitan SPPT PBB-P2Z dape

ila 11z +
T

o

hadap  pengajuan poermo

b oy
Caona



(2)

(3)

(1)

validasi SPTPD BPHTB secara otomatis yang
diajukan oleh Wajib Pajak.

Pembayaran atas SPPT sebagaimana dimaksuc
ayat (2) dilakukan di bank dan/atau tempa
lain.

Batas akhir pembayaran atas SPP”
sebagaimana dimaksud pacda ayat (2) adalatl
pada saat jatuh tempo pembayaran.

Saat jatuh tempo pembayaran paling lama ¢
(enam) bulan sejak diterimanya SPPT oleh Wajit
Pajak.

Penentuan Batas waktu jatuh temp«
pembayaran diktetapkan dengan Keputusar

TAv v~ s
Loayjat.

Pasal 32

SPPT PBB-P2 ditetapkan, diterbitkan da:

ditandatangani oleh Bupati atau Kepala Badan.

Pengadministrasian SPPT PBB-F2 dikelompokaz

berdasarkan besarnya pokok ketetapan PBB-P2

sebagai berikut:

a. Buku [ dengan besar pokok kectetapan dar
RpC (nol rupiah) sampai dengan Rpl0C.00¢
(seratus ribu rupiah);

b. Buku II denigan besar pokok ketetapan lebil
dari Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sampa
dengan Rp500.000 (lima ratus ribu rupiahj;

c. Buku Il dengan besar pokok ketetapan lebil

dari Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiab
sampai dengan Rp2.000.000 (dua jut
rupiah);

d. Buku IV dengan besar pokok kctetapan lebil

dari Rp.2.000.C00 (dua juta rupiah) sampe

dengan Rp5.000.000 (lima juta rupiah); dan
e. Buku V dengan besar pokok ketetapan lebil

dari Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
Apabila alamat Subjck/Wajib Pajak berada ¢
luar rukun tetangga alamat objck Pajak, mak.
SPPT PBB-P2 dJdapat dititipkan kepada pihal
kelurahan/kepala desa atau ketua ruku
tetangga sctempat.

Kecamatan dan kelurahan/desa melaporka:
hasil penyampaian SPPT PBI3-P2 termasu
permasalahannya kepada BAKEUDA.

Pasal 33 ‘
Bupati melalui Kepala Badan memberikan NO.
pada saat Wajib Pajak melakukan pendaftara
dan/atau pendataan objek Pajak.



(2)

(1)
(2)

(2)
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NOP digunakan dalam administrasi perpajakar
dan sebagai sarana Wajib Pajak dalan
melaksanakan hak dan kewajibar
perpajakannya.

Pasal 34
NOP terdiri dari 18 (delapan belas) digit.
NOP menggambarkan/menjelaskan kod:
Provinsi, Daerah, kecamatan, keclurahan/desa
nomor urut blok, nomor urut objck Pgjak dar
tanda khusus.
Penulisan kode Provinsi terletak pada digit
dan 2.
Penulisan kode Dacrah terletak pada digit 3 das
4.
Penulisan kode kecamatan terletak pada digit 5
6 dan 7.

Penulisan kode kelurahan/desa terlctak pad:
A ex QR O A 1{)'

digit 8, © dan 1C
Penulisan kode nomor urut blok terletak pad:
digit 11, 12 dan 13.

Penulisan kode nomor urut objck Pajak terletal
pada digit 14, digit 15, digit 16 dan digit 17.
Penulisan tanda khusus terletak pada digit 18.

Bagian Ketiga
Permohonan SPPT- PBB P2 Mutasi
8 A [ ¢ '

Pasal 35
Wajib Pajak dapal mengajukan permohonas
mutasi sebagian/atau seluruhnya objek dau
Subjek Pajak berdasarkan pengalihan dan/ata
pemecahan Objek PBB-P2.
Permohonan mutasi pengalihan sebagian obje
dan Subjek Pajak secbagaimana dimaksud pad
ayat (1) yaitu
dialihkan sebagian kepada Wajib Pajak lai
dengan sisa objek Pajak masih atas nam
Wajib Pajak semula atau nama lain.

“
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Permohonan mutasi pengalihan seluruhny
objek dan Subjek Pajak sebagaimana dimaksu
pada ayat (I) yaitu mutasi atas objek Pajak yan
dialihkan seluruhnya kepada Wajib Pajak lain.

NAs vty exs sInsaals /1 Qy e Mevsmles A0, vy anemy v b oy ey oo
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atas data objek/subjek PBB-P2 yan
diakibatkan oleh jual beli, waris, hibah, da
lain-lain.

Mutasi sebagian atau seluruhnya objek da



(7)

(©)

subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada aya

(1), dilakukan oleh Subjek Pajak atau Wajit

Pajak dengan persyaratan sebagai berikut:

a. mengajukan permohonan secara tertulis
dalam Bahasa Indoncsia yang ditujukar
kepada Bupati melalui BAKEUDA;

b. mengisi SPOP, dengan jelas, benar  dax
lengkap;

c. surat permonohonan dan SPO!
ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajit
Pajak dan dalam hal ditandatangani olel
bukan Subjek Pajak atau Wajib Pajak, haru:
dilampiri dengan surat kuasa;

-~ vy Al o e e sl
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1. foto kopi kartu tanda penduduk atat
identitas diri lainnya,;

bukti perolehan/pengalihanobjek Pajak;
foto kopi bukti kepemilikan / penguasaar
/ pemanfaatan tanah;

e -~ vena e s e o1y ] -~
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4. foto kopi SPPT;

S. foto objek Pajak dan/atau titik koordinat;

6. foto kopi 171N mendirikaz
mﬁ"‘\f\' h

Bangunan/pceractujuan Bangunan gedung
atau surat keterangan kelurahan dengat
denalh Ickasi objek Pajak atau sura
pernyataan luas Bangunan yan;
ditandatangani oleh Wajib Pajak dar
bermaterai;dan

7. foto copi surat setoran BPHTB ata
SPTPD-BPHTB yang telah divalidasi.

Dalam hal bukti kepemilikan/ pcnguasaan,

pcmanfaatan tanah diterbitkan 10 (scpuluh

tahun kebelakang sejak saat pendaftaran, haru
terlebih dahulu dilakukan pengecekan das
dilegalisir oleh instansi yang berwenang.

Bukti kepemilikan/perigusaan/pcecmanfaatan

tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (€

dapat berupa:

a. sertifikat;

b. surat peralihan hak;

¢. surat keputusan dari instansi berwenang;

d. surat keterangan yang dikeluarkan Iural
dan/atau diketahui camat setempat
dan/atau

e. dokumen lain yang sejenis.

Pengajuan permohonan mutasi harus melunas

PBB-P2 terutang sejumlah luas tanah dan/ata:

Bangunan yang dialihkan terhitung sejak tahw

peralihan.

- el > ST : s 2 ; 3
Penyelesaian mutasi scbagian atau seluryl



(10)

(1)

(3)
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(5)

objek dan subjek PBB-P2 meclalui penclitian
lapangan dituangkan dalam berita  acara
pemutakhiran data.

Format permohonan mutasi
scbagian/scluruhnya scbagaimana dimak
pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dan
Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

Permohonan pemecahan sebagian objek Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1
yaitu pemecahan atas objek Pajak sebagiar
masls

masih atas nama Wajib Pajak scmula.

Pemecahan sebagian atas objek Pajak masil

atas nama Wajib Pajak semula scbagaimane

dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratar
sebagai berikut:

a. mengajukan permohonan secara tertulis
dalam Bahasa Indonesia yang dituukar
kepada Bupati melalui BAKEUDA;

b. mengisi SPOP, dengan jelas benar dar
lengkap;

c. surat permohonan dan SPOP ditandatangan
oleh Subjek Pajak atau Wajib Fajak dar
dalam hal ditandatangani oleh bukan Subjel
Pajak atau Wajib Pajak, harus dilampir
dengan surat kuasa;

d. melampirkan dokumen pendukung:

1. fotocopi kartu tanda penduduk atat
identitas diri lainnya;

e

bukti kepemilikan;

3. fotocopi SPPT; dan

4, fotocopi izin mendirikan bangunan
persetujuan Bangunan gedung atau sura
keterangan kelurahan / desa dengal
denah lokasi objek Pajak atau sura
pernyataan luas Bangunan yan
ditandatangani oleh Wajib Pajak.

Pengajuan permohonan pemecahan haru
melunasi PBB-P2 terutang sejumlah luas tana
dan/atau bangunan yang dimiliki/dikuas:
terhitung sejak tahun peralihan.

Penyelesaian pemccahan scbagian objek PBE P
melalui penelitian lapangan dituangkan dalar
berita acara pemutakhiran data.

Format permohonan pemecahan sebagia
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(4)

(5)

sebagaimana  dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 37
Mutasi PBB-P2 dapat dilakukan pada saat
terselesaikannya proscs validasi BPHTEB secara
berkelanjutan;

1\/[ 131')13 plg) N o AR 3 v wevn oy ] oen . o
Tutasi ‘P2 schagaimana dimaksud pade

ayat (1) dengan melengkapi persyaratan mutas:
dan dapat dilakukan verifikasi lapangan oleh
petugas.

Bagian Keempat
Permohonan Surat Keterangan NJOP

Pasal 38

Atas dasar pcrmohonan, Wajib Pajak
mengajukan permohonan surat keterangar
NJOP.

Bupati atau Kepala Badan dapat menerbitkar
Surat Keterangan NJOP berdasarkar
permohonan tertulis dari Subyck Pajak atat
Wajib Pajak atau kuasanya untuk Objek Pajal

vang dikenakan PBB-P2 sebelum  SPPI
diterbitkan, dan Objek PBB-P2 yang tidal
'h‘ﬂl’n“’i n)-)D nq bc“/dﬂﬁf\”l’f\ﬂ DI'\‘*‘I‘Q"““I'\" S
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perundang-undangan.

Bupati atau Kepala Badan dapat menerbitkar
SPPT PBB-P2 atas dasar permohonan dar
Subyek Pajak atau kuasanya berdasarkan sura
keterangan NJOP yang telah diterbitkan dengar
ketentuan membayar kewajiban Pajak sesua
dengan jumlah yang telah ditentukan.
Permohonan tertulis untuk mendapatkan Sura

Kcterangan NJOP untuk Objck yang dikenakar

PBB-P2 %ebcwalmrma dimaksud pada Ayat (1)
disertai dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Foto kopi identitas Wajib Pajak;

b. Foto kopi SPPT tahun sebelumnya;dan

c. lunas PBB-P2 tahun berjalan.

Permmchonan tertulis untuk mendapatkan Sura
Keterangan NJOP untuk Objek yang tidal

terkena PBB-P2 berdasarkan peratura
Perundang- undangan scbagaimana dimaksus

pada ayat (1). dilengkapi dengan:

a. SPOPD yang telah diisi dengan jelas, benar
dan lengkap serta ditanda tangani;

b. fotocopi identitas Subyek Pajak atau Wajil



Pajak;

c. fotocopi bukti kepemilikan dan/ atau
penguasaan tanah;

d. fotocopi Dbukti kepemilikan dan/ atavy
pcnguasaan bangunan;

‘e. fotocopi akta pendirian;

f. surat keterangan instansi terkait; dan

g surat pernyataan tidak komersil atau
mencari keuntungan.

(6) Dalam hal permohonan Surat Keterangan NJOI
diterima BAKEUDA setelan diterbitkanny:
SPPT, ditindaklanjuti dengan menerbitkar
salinan SPPT.

(7) Salinan SPPT schagaimana dimaksud pada aya
(6) dapat diterbitkan sctelah Wajib Pajal
melunasi kewajiban Pajaknya sesuai dengar
jumlah yang tertuang dalam SPPT.

Bagian Kelima
Permohonan Salinan SPPT

Pasal 39
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disampaikan melalui BAKEUDA yang diserta
persyaratan yaitu;

a. surat permohonan penerbitan salinan SPPT;
fotokopi SPPT tahun sebelumnya;

lunas PBB-P2 tahun berjalan; dan

fotokopi kartu tanda penduduk atat
identitas diri lainnya,;

(2) Format permohonan Salinan SPPT sebagaiman:

po o

1w J A~

P e e v Al oy e
il CACALCAL

v A A yvrend {1V 4~
VWA LALACAIN D WLl k.J CANA CA A y CA L \ ) ’ WA

Lampiran yang merupakan bagian tdal
terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 40
Atas permohonan SPPT PBB-P2 dari objek Pajal
yang masih bersengketa, BAKEUDA dapat menolal
pengajuan permohonan dari Wajib Pajak sampe
dengan adanya putusan pengadilan yang memilik

Trenlrya
A
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Bagian Keenam
Permohonan Keterangan Lunas PBB-P2

Pasal 41
\ L PROUUIE FEURUDREI i YA e [ AT o Laws Y man I 1 7 ST Y
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melalui bank penerima atau tempat lain yan
ditunjuk oleh Bupati dengan menggunaka
media SPPT dan/atau SKPD sesuai waktu yan
ditentukan dalam SPPT dan/atau SKPD.
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(4)

Apabila pembayaran Pajak melewati bata

T dan/atan
SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1
dikenakan sanksi administrasi bcerupa bung:
scbesar 1% {satu persen) per bulan dari jumlal
Pajak yang belum atau kurang dibayar untul
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat
bulan terhitung se¢jak  saat  terhutangny:
Pajak.

waktu yang ditentukan dalam SPPT

Apabila penerimaan pembayaran Pajal
dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasi
penerimaan Pajak harus disctor ke ban]

penerima pada hari dan tanggal yang sama.
Hasil pcncrimaan Pajak scbagaimana dimaksi
pada ayat (3) harus disetor ke Kas Daerah pad
hari dan tanggal yang sama.

Bukti pembayaran pelunasan Pajak berup
STTS atau Bukti Pembayaran lainnya yang sah.
Bank penerima pembayaran Pajak atau tempa
lain yang ditunjuk oleh Bupati akas
menerbitkan bukti pembayaran yang sah.

Jika Bank Penerima pembayaran terlambat atan
tidak mcnyctorkan pencrimaan scsual wakt
yang telah ditentukan se¢bagaimana dimaksu
pada ayat (3), dikenakan sanksi administrat
berupa bunga yang besarnya 1% (salu perser
per bulan dari jumlah penerimaan Pajak yan
terlambat atau tidak dipindahbukukan.

Pasal 42
Jika STTS sebagai bukti pembayaran Paja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (<
mengalami kerusakan atau hilang, Wajib Paja
dapat mengajukan permohonan SUre
keterangan lunas pembayaran [Pajak kepad
BAKEUDA.
BAKEUDA  setelah mencrima permchona
permintaan surat keterangan lunas pembayara:
Pajak dari Wajib Pajak akan melakuka:
pengecekan status pembayaran pada KLIK SPP
dengan mengeluarkan cetakan statu
pembayaran.
Berdasarkan hasil pengecckan dan cetaka
status pembayaran Pejak sebagaiman
dimaksud pada ayat (2), Kepala Bada
mcencerbitkan nota konfirmasi pembayaran.
Berdasarkan nota konfirmasi pembayarar
Kepala Badan dalam waktu 2 (dua) hari kerje
menerbitkan surat keterangan luna
pembayaran Pajak.



Bagian Ketujuh

Permohonan Penundaan Jatuh Tempo Pembayaran

(1)

(2)

PBB-P2

Pasal 43
Atas dasar keterlambatan diterimanya SPP1]
tahun berjalan Wajib Pajak dapat mengajukar
permohonan penundaan jatuh tempo.
Permohonan penundaan jatuh tempo diajukar
dengan mengajukan Permohonan sccara tertuli:
dalam Bahasa Indonesia yang ditujukan kepads:
Bupati melalui BAKEUDA dilengkap
persyaratan sebagai berikut:
a. SPPT yang sudah ditcrima yan'r dilengkap
dengan tanggal bukti penerima
b. lunas PBB-P2 tahun berjalan;
c. foto kopi kartu tanda penduduk atat
identitas diri lainnya; dan
d. fotokopi bukti kepemilikan /penguasaan,
pemanfaatan tanah (sertipikat/AJB/Sura
Keputusan dari Instansi berwenang/Sura
Keterangan vang dikeluarkan Lurah da

Q
DJ
,J

‘dikctahui Camat sctempat

Penyelesaian permohonan penundaan jatul
tempo Pembayaran PBB-P2 melalui penelitial
yang dituangkan dalam berita acara.

Bupati atau Kepala Badan atas permohonar
Wajib Pajak atau penanggung Pajak setelal
memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapa
memberikan persetujuan melalui sura
keputusarn untuk menunda jatuh temp
pcmbayaran PBBE P2 dalam kurun waktu tahu

Pajak.

Bagian Kedelapan
Pengurangan PBB-P2

Paragraf 1
Tata Cara Pengurangan PBB-P2

Pasal 44

Bupati dapat memberikan stimulus berup
pengurangan, yang disebabkan kenaika
ketetapan PBB-P2 tahun berjalan denga
besaran kenaikan diatas 10% (sepuluh perser
dari ketetapan PBB-P2 1 (satu) tahu
sebelumnya.

Pengurangan sebagaimana dimaksud pada aye
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(2)

(1) diberikan secara otomatis tanpa melalu
proses pengajuan.

Pasal 45
PenguranganP BB P2 dapat diberikan kepec
Wajib Pajak:
a. karena kondisi tertentu objek Pajak yang ad:

hubungannya dengan Subjek Pajal
dan/atau karena sebab tertentu lainnya
dan/atau

b. Kondisi objek Pajak terkena,K bencana alan
atau sebab lain yang luar biasa.

Kondisi tertentu objek Pajak yang ad:

hubungannya dcngan Subjck Pagjakdan/atal

karena sebab-sebab tertentu lainny:

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru

a,diberikan pengurangan,kepada:

a. Wajib Pajak orang pribadi mcliputi:

1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya oran;
pribadi veteran pejuang kemerdekaan
veteran pembela kemerdekaan, penerim:
tanda jasa bintang gerilya,atat
janda/dudanya;

2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya oran;
pribadi manian Presiden dan Waki

Presiden dan mantan Gubernur daui
Wakil Gubernur dan Mantan Bupati dai
Mantan Wakil Bupati atat
janda/dudanya;

3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya oran;
pribadi yang penghasilannya semata
mata dari pensiunan PNS  dan/atas
Purnawirawan TNI Polri atan

janda/dudanya sehingga kewajiban PBB
P2 sulitdi penuhi;

4. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya oran
pribadi yang berpenghasilan rendal
sehingga kewajibanPBB-P2 sulitc
penuhi;

5. OLJJ\ K P(,\Jux\ y(\).n.g ‘v‘v,a’]"u I)'.,"

pribadi yang berp(*ng.,hamldn semata
mata dari pensiunan BUMN, BUMD da:
swasta atau janda/dudanya sehingg
kewajiban PBB-P2 sulitdi penuhi.

b. Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugia
dan kesulitan likuiditas pada tahun Paja
sebelumnya sehingga tidak dapat memenul
kewajiban rutin.

Rencana alam scbagaimana dimaksud pad



Ayat (1) huruf b, adalah bencana alam yang
diakibatkan oleh peristiwa atau secrangkaian
peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara
lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus,
banjir, kckeringan, angin topan dan/atau tanah
longsor.

Sebab lain yang luar biasa sebagaimana

dimaksud pada Ayat (1) huruf b, meliputi

kebakaran, kerusuhan.

Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayalt

(1) diberikan atas:

a. PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam
SPPT PBB-P2; dan/atau

b. PBE-P2 yang tcrutang yang tcrcantum dalarm
SKPD adalah pokok Pajak dan dende
administrasi.

Pengurangan sebagaimana dimaksud pade

ayat(l),dapat diberikan:

a. sebesar 100% (scratus persen) dari PBB-P.
yang terutang dalam hal kondisi tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huru
a angka 1;

b. scbesar 75% {tujuh puluh lima persen) dar
PBB-P2 yang terutang dalam hal kondis
tertentu sebagaimana dimaksud pada aya
(2) huruf a angka 2;

c. sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P.
yang terutang dalam hal kondisi tertentt
sebagaimana dimaksud pada ayat (2
huruf a angka 3 untuk pensiunan PNt
golongan ! dan II, serta purnawirawar
TNI/Polri yang sctara;

d. sebesar 45% (empat puluhlima persen) dar
PBB-P2 yang terutang dalam hal kondis
tertentu sebagaimana dimaksud pada aya
(2) huruf a angka 3 untuk pensiunan PN
golongan III, serta purnawirawan TNI/Polr
yang setara;

e. sebesar 40% (empat puluh persen) dar
PBB-P2 yang terutang dalam hal kondis
tertentu scbagaimana dimaksud pada aya

Y
) huruf a angka 3 untuk pensiunan PN

oy
~/

(
golongan IV, serta purnawirawan TNI/Pol
yang berpangkat perwira menengah sampe
dengan perwira tinggi;

f. sebesar 50% (lima puluh persen) duri PBB-P.
yang terutang dalam hal kondisi tertent
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huru
a angka 4 serta ayat 2 huruf b;

Iy
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yang terutang daiam hal objek Pajak terkena
bencana alam atau sebab lain yang luar
biasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3)
dan ayat (4); dan

k. schesar 20% (dua pu

ang terutang dalam hal objek Pajak tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
angka 5. |

Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1),dapat diberikan berdasarkan permohonan

Wajib Pajak paling lambat diajukan:

a. 3 (tiga) bulan scjak diterimanya SPPT olch
Wajib Pajak;

'<

b. 1 {satu) bulan scjak diterimanya SKPD;
c. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tangga

terjadinya bencana alam; ataa

d. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tangga
terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali
apabila Wajib Pajak dapat meaunjukar
bahwa dalam jangka waktu terscbut tidak
dapat dipenuhi karena keadaan di lua

kekuasaannya.
Pcrmohonan pcngurangan Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapa

digjukan secara:

a. Perseorangan untuk PBB-P2 yang terutang
yvang tercantum dalam SPPT; atau

b. Perseorangan atau kolektil untuk PBB-P.
yang terutang yang tercantum dalam SPPT.

Permohonan pengurangan seccara Kkolekti

sebagaimanadimaksudpadaAyat(8)hurufb,dapat

digjukan:

a. sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondis
tertentu sebagaimana dimaksud pada aya
(2) huruf a, angka 1 dan angka 2 dengau
PBB-P2 yang terutang paling banyal
Rp500.000.000,00 (lima ratus jula rupiah)
atau

b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal:

1. kondisi tertentu sebagaimana dimaksu«
pada ayat (2) huruf a,angkaldan angka !
dengan PBB-P2. Terutang paling banya

Rp.500.000.000,00(lima ratus jut

rupiah);

kondisi tertentu sebagaimana dimaksu

pada ayat (2) huruf a, angka 3, angka -

atau angka 5, dengan PBB-P2 yan
terutang paling banyak Rp.200.000,0

(dua ratus ribu rupiah);atau
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ayat (3) dan ayat(4 )dengan PBB-PZ
terutang paling banyak Rp.
50C.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(10) Permohcnan pengurangan yang diajukan secare
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ayat(8), harus memcenuhi persyaratan lormal:

a. Permohonan pengurangan yang diajukar
secara perorangan:

1.

o

Wajib Pajak veteran pejuang
kemerdekaan,veteran pembele
kemecrdekaan,penerirna tanda jase

bintang gerilya atau janda/dudanya

mantan Presiden dan Wakil Presiden dar

mantan Cubcrnur dan Wakil Gubcernw

dan Mantan Bupati dan Mantan Waki

Bupati atau janda/dudanya:

a) Fotocopi kartu tanda penduduk;

b) Fotocopi kartu tanda anggota veteran;

¢) fotocopi sural Kkeputusan —tentang
pcengakuan, pengesahan dar
penganugerahan  gelar  kehormatan

dari peylbal yang berwenang;

Yyt Temmenyrstrramers

fotoc Suurat KCPULUBAL
pengangkatan atau pemberhentiar
sebagai presiden dan Wakil Presiden
yubernur dan Wakil Gubernur dar
Mantan Bupati dan Mantan Waki

L
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Bupati;
e) fotocopi surat keterangan kematian;
f) fotocopi bukti pelunasan PBB-P2 tahw

berjalan;
g) fotocopi SPPT PBE tahun berjalan;dan
h) fotocopi bukti kepemilikau

/penguasaan /pemanfaatan tanah.

Wajib Pajak orang pribadi yan
penghasilannya scmala-mata dai

pensiunan schingga kewajiban PBB-P.

sulit dipenuhi:

a) Fotocopi kartu tanda penduduk;

) Fotocopi kartu keluarga;

¢) Fotocopi surat keputusan pensiun;

d) Fotocopi slip pensiun atau dokume
sejenisl ainnya;

e) Fotocopi bukti kepemilika:
/penguasaan/pemanfaatan tanah;

f) Fotocopi bukti pelunasan PBB-P2 tahu
Pajak sebelumnya (5 tahun sebelumnya
dan
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3. Wajib Pajak orang pribadi yang
berpenghasilan rendah sehingga
kewajiban PBB-P2 sulit dipenuhi:

a) Fotocopi kartu tanda penduduk atau
identitas diri lainnya;

b) Fotocopi kartu keluarga;

¢) surat pernyataan dari Wajib Pajak
yang menyatakan bahwa penghasilan
Wajib Pagjak rendah dari tempat
bekerja, apabila Wajib Pajak tidak
berpenghasilan dilengkapi  dengar
surat keterangan RT/RW dar
diketahui Lurah/Kepala Dese
sctempat;

d) fotocopi bukti pelunasan PBB-PX
tahun Pajak sebelumnya (5 tahur

~ 4 -

sebelumnya);

e) fotokopi SPPT PBB-P2 tahun berjalan
dan

fy fotocopi bukti kepemilikar

/penguasaan/pemanfaatan tanah.

4., Wajib Pajak orang pribadi yang
berpenghasilan rendah yang NJOPpa
meter perseginya meningkat akiba
perubahan lingkungan dan dampal
positif pembangunan:

a) Fotocopi kartu tanda penduduk atat
identitas diri lainnya;

b) Fctocopi kartu keluarga;

c) surat pernyataan dari Wajb Pajal
yang menyatakan bahwa penghasilat
Wajib Pagjak rendah  dari  tempa
bekerja;

d) SPPT tahun sebelumnya;

e) Fotocopi bukti pelunasan PBB P

tahun Pajak sebeluminya (5 tahu
sebelumnya);
f) fotocop: bukti kepemilika

/penguasaan/pemanfaatan tanah;

g} surat keterangan dari lurah/kepal
desa yang menerangkan adany
pembangunan fisik oleh Pemerintal
Pusat/Daerah  atau pembanguna:
komersial yang bherdampak pad
perubahan lingkungan dan dampa
positif pembangunan; dan

h) fotocopi SPPT PBB-P2 tahun berjalan.

5. Wajib Pajak orang pribad: van

v e ey rdl r 1>
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b.

pensiunan BUMN, BUMD dan swasta

atau janda/dudanya sehingga kewajiban

PBB-P2 sulit dipenuhi:

a) Fotocopi kartu tanda penduduk atau

i itas diri lainnya;

b) Fctocopi kartu keluarga;

¢) Fotocopi surat keputusan pensiun;g

d) Fotocopi slip pensiun atau dokumen
sejenis lainnya;

‘e) Fotocopi bukti kepemilikan/

penguasaan/ pemanfaatan tanah;

f) Fotocopi bukti pelunasan PBB-P2
tahun Pajak sebelumnya (5 (lima)
tahun scbelumnya); dan

g) Fotocopi SPPT PBB-P2 tahun berjalan.

Permohonan pengurangan yang diajukar
Wajib Pajak badan yang mengalami kerugiar.
dan kesulitan likuiditas pada tahun Pajak
sebelumnya sehingga tidak dapat memenuh
kewajiban rutin:

1.

N

6.

7.

Foto  copi kartu tanda penduduk
pengurus;

Foto copi putusan pailit dari pengadilar
negeri/instansi yang herweriang;

Foto copi laporan keuangan minimal ¢
(tiga) tahun terakhir;

Foto copi SPT tahunan dan PPh tahur
Pajak sebeluinnya;

Foto copi SPPT tahun scbhelumnya;

Foto copi bukti pclunasan PBB P2 tahut
sebelumnya (5 (lima) tahun scbe lumnya).
Fotocopi SPPT PEBE-P2 tahun berjalan.

Permohonan pc¢ngurangan yang digjukar
Wajib Pajak perorangan atau badan karen:
bencana alam atau sebab lain yang lua
biasa:

1.

2.

fotocopi kartu tanda penduduk ata
identitas diri lainnya,;

surat pernyataan dari Lurah/Kepala Des:
setempat atau instansi terkait sepert
BPBD, Dinas Kesehatan, Dina
Ketahanan Pangan yang menyatakas
objek Pajak terkena bencana alam atan
sebab lain yang luar biasa;

surat pernyataan dari Wajih Pajak yan
menyatakan Wajib Pajak terkena bencan
alam atau sebab lain yang luar biasa;
foto copi SPT tahunan dan PPh tahu
Pajak sebelumnya untuk badan,;
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(11)

(12)

(13)

(14)

6. foto copi bukli pelunasan PBB-P2 tahur
berjalan.
7. foto copi SPPT PBB-P2 tahun berjalan.

d. Pengajuan permohonan  pengurangar
PBE-P2 pcrorangan yang diajukan sccare
kolektif ole hlurah
1. foto copi kartu tanda penduduk masing

masing Wajib Pajak;
2. surat permohonan pengurangan dar
masing-masing Wajib Pajak;

surat keterangan dari lurah/kepala des:

setempat atau instansi terkait yan;

mendukung alasan permohonan Wajil

W

Pajak;

4. r1oto copi SPPT tahun sebelumnya masing
masing Wajib Pajak;

5. foto copi bukti pelunasan PBB-P2
tahun sebelumnya masing- masing Wajil
Pajak; dan

6. foto copi SPPT PBB-P2 tahun berjalan.

Bagi Wajib Pajak yang telah mendapatkal
persetujuan pe‘ngurangan pada tahu

Alrvmn s Ao ' 1~ s
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a. ioto copi kartu tanda penduduk atan
identitas diri lainnya,;

b. foto copi kartu keluarga;

¢. surat permohonan pengurangan;

d. keputusan persetujuan pengurangan

e. 1 (satu) tahun scbelumnya; dan

f. SPPT PBB-P2 Tahun berjalan.

Bagi Wajib Pajak pensiunan PNS/BUMN/BUMI

yvang tclah diberikan persctyujuan penguranga

pada tahun sebelumnya dapat diberika

pengurangan tanpa mengajukan permohona:

selama memenuhi kriteria sebagaiman

dimaksud pada ayat (10) huruf a angka 1, 2 da

5 dan masih berstatus schagai  pemil

rumah /tanah seria melalui mekanism

verifikasil apangan.

Permohonan pc*ngurangan yang tida

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksu

pada ayat(7),dianggap bukan sebags:

permohonan sehingga tidalk dape

dipertimbangkan.

Dalam hal permohonan pengurangan tida

dapat dipertimbangkan sebsgaimana dimaksu

pada ayat(l11) Bupati atau Kepala Badan dalai

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja seja

tanggal permohonan tersebut diterima, haru

o I owes 1 v 5 o " 4y 0} ~
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(15)
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16)

19)

memberitahukan kckurangan persyaratan serta

alasan yang mendasari kepada:

a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal
permohonan diajukan secara perscorangan;

atau
b. pengurus LVRI setempat, pengurus PPRS
atau organisasi sejenisnya atau

Lurah/Kepala Desa sectempat dalam hal
permohonan diajukan secara kolcktif.

Kewenangan Penyelesaian Permohonan

Pengurangan PBB-P2 meliputi:

a. Kepala BAKEUDA atas dasar Keputusan
Bupati berwenang memberikan keputusan
permohonan pengurangan dalam hal PBE-PX
yang terutang; atau

b. dalam hal pejabal sebagaimana dimaksuc
pada huruf a tidak dapat meclaksanakar
tugasnya karena berhalangan make
penandatanganan dapat dilaksanakan olel
Sekretaris BAKEUDA atau Kepala Bidang.

Kewenangan sebagaimana dimaksud pada aya’

(13) ditentukan sectelah dilakukan penelitar

administrasi terbadap permohonan yan

diajukan oleh Wajib Pajak dan harus ade
keputusan paling lambat 3 (tiga) bulan sejal
diterimanya permohonan dari Wajib Pajak

Keputusan sebagaimana dimaksud pada aya

(14) dapat berupa menerima seluruhnya

sebagian atau ditolak.

Pemberian pengurangan schagaiman:
dimaksud pada ayat (1) hanya ditcra p kan

(exmatrr) 117 1- ~ A t ap AV VA M N B D |- mn/l bl
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Pajak yang ditempalti.

Format permohonan pengurangan sebagaiman:
dimaksud pada ayat (7) dan Ayat (10) sert:
format laporan hasil penelitian sebagaiman:
dimaksud pada ayat (14), tercentum dalan
Lampiran yang merupakan bagian tidal
terpisahkan dari Peraturan Bupali ini.

Pasal 46
Penyelenggara Satuan atau Program Pendidikai
Swasta dan Rumah Sakit Swasta merupakau
Wajib Pajak.
Bumi dan/atau Bangunan yang dimilik
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan olel
penyelenggara satuan atau program pendidikas
swasta dan rumah sakit swasta merupakal
obyek Pajak yang dapat dikenakan Pajak.
Obyek Pajak yang dapat dikenakan Pa

~
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(10)

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah

yang dimanfaatkan oleh penyelenggars

satuan atau program pendidikan swasta dan

rumah  sakit swasta yang memperoleh

kountungan.

Keuntungan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(3) bagi penyelenggara satuan ateu program

pendidikan swaslu adalah sclisih lebit

antara besarnya pencerimaan yang diperolel

dari:

a. sumbangan pembinaan pendidikan;

b. biaya seleksi masuk penyelenggara satuar
atau program pendidikan swasta,;

¢. sumbangan wajib pcmbangunan /
pengadaan prasarana; yang dikenakar
kepada murid / mahasiswe;

d. hasil kontrak kerja yang sesuai dengan perar

dan fungsi pecnyelenggara satuan atat

program pendidikan swasta;

penerimaan dari hasil usaha sumpingan

dan/atau

f, bentuk penerimaan lain dan sebagainy:

¢

<
a.

ey v bow g
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v

/operasional.
Informasi keuntungan scbagaimana dimaksuic
pada ayat (4) disajikan dalam laporan keuangar
tahunan penyelenggara satuan atau progran
pendidikan swasta sebelum tahun Pajak yan;
bersangkutan.
Keuntungan sebagaimana dimaksud pada aya
(3) bagi Rumah Sakit Swasta disajikan dalan
laporan keuangan tahunan schelum
Pajak yang bersangkutan.
Laporan keuangan tahunan scbagaiman:
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (&
disampaikan ke BAKEUDA paling lambat 3 (tiga
bulan setelah tanggal diterimanya SPPT.
Apabila penyelenggara satuan atau progran
pendidikan swasta dan rumah sakit swast

tor vy
CCA L WL

tidak menyampailkan laporan keuangal
tahunaa scbagaimana dimaksud pada ayat {4
dalam batas waktu sebagaimana dimaksu
pada ayat (6), BAKEUDA menerbitkan SPF
secara jabatan.

Terhadap laporan keuangan rahuna
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan aya
(5) yang ternyata tidak menunjukkan adany
keuntungan, BAKEUDA melakukan pengeceka:
atau verifikasi.
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Pasal 47

Apabila Penyelenggara satuan atau program
pendidikan swasta dan rumah sakit swasta
dapat membuktikan bahwa dalam kegiatannya
nyata-nyata tidak mcmperolch kcuntungan atau
institusi pelayanan sosial masyarakat, maka
penyelenggara satuan atau program pendidikan
swasta dan rumah sakit swasla tersebut dapat
mengajukan permohonan penguran gan atau
permohonan pembatalan SPPT.

Penyelenggara satuan atau program pendidikan

swasta sebagaimana dimaksud pada Ayat (1,

dapat terpenuhi apebila memenuhi salah satuk

iteriat

a. mengikuti program wajib belajar Pemerintal
Daerah;

b. menerima bantuan operasionul sckolah dar
Pemerintah;

c. Sumbangan pembinaan pendidikan  dar
pungutan lainnya dengan nama apapur
rata-rata:

1. SD swasta dan sederajat diatas Rp
50.000,00lima puluh ribu r apiahy);

2. SMP swasta dan sederajat  diata
Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);

3. SMA swasta dan sedcrajal diata:
Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribt
rupiah);dan

4. Perguruan tinggi swasta dan sederaja
diatas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah
satu tahun.

d. luas bangunan diatas 1.00C m2 {scrib
meter persegi) untuk SD, SMIP> dan SM/
Sederajat dan diatas 2.000 m2 (dua ribt
meter persegi) untuk perguruan tingg
swasta dan sederajat;

e. lantai tingkat bangunan diatas 1 (satu
lantai untuk SD, SMP dan SMA dan diata
4 (empat) lantai untuk perguruan tingg
swasta dan sederajat;

£ luas tanah diatag 1.000 mi (periba mete

persegi) untuk SD, SMP dan SMA dan diata
20.000 m2 (dua puluh ribu meterperseg:
untuk perguruan tinggi swasta das
sederajat; dan

g. jumlah siswa diatas 500 (lima ratus) sisw
nntuk SD, SMP dan SMA dan diatas 3.00
(tiga ribu) mahasiswa untu k perguruan tingg
Swasta dan sederajat.

Penyelenggara satuan atauw program rumah sak
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swasta sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat

terpenuhi apabila memen uhi salah satukriteria

a. 25% dari jumlah tempal tidur digunakan
untuk pasien tidak mampu;

b. Sisa hasil usaha untuk rcinvestasi rumah
sakit dalam rangka pengembangan rumah
sakit dan tidak digunakan untuk investasi
diluar rumah sakit; dan

c. Rumah sakit swasta yang ditunjuk sebaga
peserta jaminan kesehatan masyarakat.

Pengajuan permohonan pengurangan Pajak

atau permchonan pembatalan SPPT untuk

satuan program pendidikan dilengkapi dengan:

a. foto copi akta pendirian satuan pProgram
pendidikan;

b. foto copi identitas Wajib Pajak/pemohon;

c. Fotokopi SPPI;

d. Fotokopi bukti kepemilikan;

e. Fotokopi lunas PBB-P2 tahun berjalan;

f. Laporan keuangan yang telah diaudit olel
aparat pengawasan fungsional pemerintal
dan/ atau akuntan publik; dan

g. laporan pcnerimaan dan pcngeluaran.

Pengajuan permohonan pengurangan Pajal

atau permohonan pembatalan SPPT untul

Rumah Sakit Swasta dilengkapi dengan:

a. foto copi akta pendirian rumah sakit;

b. foto copi identitas Wajib Pajak /pemohon;

c. foto copi SPPT;

d. foto copi bukti kepemilikan;

e. foto copi lunas PBB-P2 tahun berjalan,

f, lapcoran Kcuangan yang tclah diaudi tolch
aparat pengawasan fungsional pemerintal
dan/ atau akuntan publik;

g. laporan penerimaan dan pengeluaran;

h. Surat penunjukkan/penctapan rumah saki
sebagai peserta jaminan kesehatal
Masyarakat dari Dinas Kesehatan; darn

i. laporan seluruh jumlah tempal tidur untul
pasien tidak mampu.

Besarnya pengurangan scbagaimana G
pada ayat(l) diberikan sebesar 25% (dua pulul
lima persen) dari nilai SPPT terutang.
Bagi program penyelenggaraan pendidikan
swasta dan Rumah Sakit Swasta sebagaiman.
dimaksud ayat (1) yang memiliki lebih 1 (satu
objek Pajak dengan manajemen  yang sameé
maka vyang berhak men dapat penguranga
adalah yang memiliki NJOPTerbesar.



(2)

Bagian Kesembilan
Permohonan Ke¢beratan

Pasal 48

Wajib  Pajak dapat mcngajukan kceberatan

secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala

Badan atas surat keputusan atau surat

ketetapan sebagai berikut:

a. SPPT PBB-P2;

b. SKPD;

c. SKPDKB;

d. SKPDKBT,;

e. SKPDLB; dan

f. SKPDN.

Keberatan dapat diajukan dalam hal:

a. Wajib Pajak berpendapal bahwa luas objek
Pajak Bumi dan/atau Bangunan atau nilai
jual objek Paj ak Bumi dan/atau Bangunan
tidek sebagaimana mestinya; dan/atau

b. Terdapat perbedaan penafsiran ketentuan
peraturan PBB-P2.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1,

dapat digjukan sccara perorangan atau kolcktils

a. Perorangan atau kolektif un tuk SPPT; atau

b. perorangan untuk SKPD.

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksuc

pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:

a. Satu surat permohonan keberatan untuk 1
(satu) SPPT atau SKPD;

b. Diajukan secara tertulis dalam Bahass

Indonesia;
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d. Dilampiri asli SPPT/fotokopi  /informas
rincian SPPT atau SKPD yang diajukar
keberatan,

e. Dikemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang
menurut penghitungan Wajib Pajelc diserta
dengan alasan yang mendukung pengajuar
keberatannya disertai dengan:

1. foto copi kartu tanda penduduk  atat
identitas dirtlain nya;

2. foto copi bukti kepemilikan /penguasaar
/pemanfaatan tanah, antaralain:

a) sertifikat;

b) surat peralihan hak;

¢) surat keputusan dari instans
berwenang, atau ‘

d) surat Kketerangan yang dikeluarka
lurah/kepala desa  dan diketahu

camat sctempadt.
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3. foto copi ijin mendirikan
bangunan/persetujuan Bangunan gedung
atau surat kelerangan kelurahan/desa
dengan denah lokasi objck Pajak atau
surat pcrnyataan luas bangunan yang
ditandatangani olehWajib Pajak.

surat kuasa bermaterai jika permohonan
keberatan dikuasakan.

mengisi surat pemberitahuan objek Pajak.
foto copi SPPT tetangga terclekat.

foto objek Pajak.

Wajib Pajak tclah melunasi Pajak yang
masih harus dibayarkan paling sedikil
scjumlah yang telah disctujui Wajib Pajak
dalam pembahasan akhir hasi
pemeriksaan atau pembahasan akhi
hasil verifikasi sebelum sural keberatar
disampaikan.

na
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f. Diajukan dalam jongka waktu 3 (tiga) bular

sejak tanggal diterimanya SPPT atau 1 (satu
bulan sejak tanggal diterimanya SKPD
kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasany:

fuv 1t
Lot dLn

dapat mcnunjukkan bahwa jangka wak
tidak dapat dipenuhi karena keadaan dilua
kekuasaannya; dan

g. Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajil
Pajak, dan dalam hal surat Kcberatal
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajal
harus dilampiri dengan surat kuasa.

Tanggal penerimaan surat permohonar
keberatan yang dijadikan dasar untul
mcemproscs Keberatan adalah tanggs! torimi

surat permohonan keberatan yang disampaikau
langsung oleh Wajib Pajak atau kuasany:
kepada BAKEUDA.

Apabila surat permohonan keberatai
dikirimkan melalui jasa pengiriman, Tangge
penerimaan surat permohonan keberatan yan
dijadikan dasar untuk memproscs keberata
adalah tanggal terima sural permohona

lrt:h‘\tv;v-l\ -y YT AR O r‘;‘:-v';rv\t\ At I2ATZINTTIYA
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Format Pengajuan keberatan  s¢ bagaiman
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalar
Lampiran yang merupakan bagian tida.
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49
Pengajuan keberatan untuk SPPT secar
kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (3) huruf a dilakukan untuk setiap SPP



yang tergolong dalam buku 1 (satu).

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksuc
pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepade
Bupati melalui BAKEUDA.

{2\ T Aty P e et e aTAt & Os d'ma ~lrenn v-<l P P T s R e {1
KColTratall Hluagaiil 1ana dAimaksua palia ayat (4

harus memenuhi persyaratan sebagi berikut:
a. diajukan secara tertulis dalam Bahass¢

Indonesia;
b. diajukan kepada Bupati melalui BAKEUDA;

P e B

c. dilampirl SPP1 asli;
d. Surat keterangan lurah/kepala des:
setempadt;

e. Dikemulkakan jumlah PRB-P2 yvang terutan
menurut penghitungan Wajib Pajak diserta
dengan alasan yaug mendukung perngajual
Keberatannya disertai dengan:

1. foto copi identitas Wajib Pajak, dan fot
copi identitas kuasa Wajib Pajak dalan
hal dikuasakan,

2. foto copi bukti kepernilikan,
penguasaan/ pemanfaatan tanal
(sertifikat, AJB/ dokumen lain  yan
sejenis);

3. fotc copi ijin mendirikan bangunan,

persetujuan bangunan gedung atau sura
keterangan lurah/kepala desa;

4. Surat kuasa bermaterai jika pcrmohonau
keberatan dikuasakan;

5. Mengisi Sural Pemberitahuan Objek Paja
(SPOP) dan;

6. foto copi SPPT tetangga terdekat.

scjak tanggal ditcrimanya SPPT ataul{saty
bulan sejak tanggal ditecrimanya SKPL
kecuali apabila Wajib Pajak atau luasany
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu it
tidak dapat dipcnuhi karena keadaan dilua
kekuasaannya.

(4) Tanggal Penerimaan surat keberatan yan
dijadikan dasar untuk memproses sure
keberatan adalah:

a. tanggal! terima surat kkcbg
disampaikan sccara langsung oleh  Waji
Pajak atau kuasanya kepada BAKEUD/
atau

b. tanggal tanda pengiriman surat keberatar
dalam bhal disampaikan melalui pos tercat:

dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 50

~w tidale menunda kewaiiba
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membayar Pajak yang terutarg dan pelaksanaan
penagihannya.

Pasal 51
1 atas  pongajuan .
dan/atau SKPD yang terutang diberikan  olel
Kepala BAKEUDA atas pelimpahan kcwenangar

dari Bupati.

| T
oorvatan T O N

Pasal 52
(1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3¢
sesuai kewenangannya dalam jan pka waktu
paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejal
tanggal pencerimaan surat kcboeratan, harnat
memberikan keputusan atas pengajuar
keberatan sebagaimana dimeaksud dalam Pasa
46.
(2) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksuc
pada ayat (1) dapat becrupa men erimi:
seluruhnya atau scbagian, menolak, ata
menambah besarnya jumlah Pajak  yan
terutang.
Apabila jangka waktu schagaimana dimaksud
pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusai
belum diterbitkan, pengajuan Keberataa
dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusal
sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalan

—_—
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jangka waktu paling lama 1 (satu) bulai
terhitung sejak jangka waktu  dimaksu
berakhir.

(4) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkai
pcrubahan data dalam SPPT, BAKEUD:
menerbitkan SPPT dan SKPD baru berdasarkas
keputusan Keberatan tanpa mengubah saa
jatuh tempo pembayaran.

(5) SPPT dan SKPD baru scbagaimana dimaksu
pada ayat (4) tidak bisa diajukan keberatan.

Pasal 53
Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, Waji
Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan ata

penjelasan tertulis sepanjang surat  keputusa
keberatan belum diterbitkan.

Bagian Kesepuluh
Permohornarn Pengembalian

Pasal 54
aipat mengajukan  perm ohona
.o e
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(2)

(3)

kompensasi kepada Bupati melalui BAKEUDA,
permohonan diajukan dalam jangka  waktu
3(tiga) bulan sejak dilunasinya SPPT,kecuali
pada kondisi terjadi masalah NO PGanda,
Penggabungan [HOP, alau Wajib Pajak  atawd
kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karcna keadaan
diluar kekuasaannya.

Kelebihan pembayaran Pajak dan kompensasi
dapat terjadi,dalam hal:

a. Pajak yang dibayar ternyata lebih
besar dari yang scharusnya terutang;
b. dilakukan pembayaran Pajak yang

scharusnya tidak terutang;

¢. permohonan pengurangan Pajak  yang
terutang dikabulkan;

d. pengajuan keberatan atas SPPT, SKPD
SKPDLB dan STPD dikabulkan sebagian atau
seluruhnya;

e. Permohonan banding terhadap keputusar
keberaten dikabulkan schagian atan
seluruhnya; atau

{. pecrubahan pcraturan.

Apabila terjadi kesalahan pembayaran yang

dilakukan oleh Wajib Pajak maka tidak dapa

dilakukan pengembalian/kompen sasi.

Permohonan sebagaimana dimaksud pad:

ayat(l), dinvatakan secara tertulis dau

ditandatangani, dengan sekurang - kurangny:
memuat:

a. foto copi kartu tanda penduduk atat
identitas diri lainnya;

b. foto copi SPPT Tahun berjalan;

c. Fotokopi bukti kepemilikan / penguasaail
/pemanfaatan tanah ( sertifikat /  AJB
Gambar Ukur Resmi Badan Pertanahan
Nasional/ Surat Keputusan dari  Instans
berwenang/ Surat Keterangan yan
dikeluarkan Lurah/Kepala Desa das
diketahui Camat setempat/dokumen lai
yang sejenis);

d. lunas PBB 5 (lima) tahun sebelumnya da
tahun berjalan;

e. dokumen atau keterangan yang menjac
dasar pembayaran Pajak;

f. perhitungan pembayaran Pajak menuru
Wajib Pajak;dan

g. surat pernyataan.

Terhadap permohonan pengembalian  da

R e L L e tol e Ve T4 ; P 35 s - v
kompensasi sebagaimana dimaksud pada Ayc



(9)
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(1) terlebih dahulu dilakukan penelitian  atau
verifikasi kepada Wajib Pajak untuk mengetahui
kebenaran atas permohonan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan

v lrens o A
N LAl
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terhadap permoncnan scbagaimana dima

pada Ayat (1), dalam jangka waktu paling lama

12 (dua belas) bulan sejak diterimanye

permohonan Wajib Pajak secara lengkap, Bupat

melalui Kepala Badan menerbitkan:

a. SKPDLB, jika jumlah Pajak yang dibayai
ternyata lebih besar dari yang seharusnye
terutang;

L. surat pemberitahuan, jika jumlah Pajak yang
dibayar sama dengan jumlah Pajak yang
seharusnya terutang; atau

c. SKPD, jika jumlah Pajak yang dibayau
ternyata kurang dari jumlah Pajak yang
seharusnya terutang.

Bupati melalui Kepala Badan dalam jangke

waktu paling lama 12 bulan sejak diterimanyse

permohonan  kelebihan — pem bayaran Pajal
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus
mcmberikan Keputusan.,

Apabila dalam jangka waktu sebagaimans

dimaksud pada Ayat (4) telah dilampaui dar

Bupati tidak memberikan suatu keputusan

permohonan pengembalian kelebihar

pembayaran Pajak dianggap dikabulkan, dar

SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu

paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajal

yang sama atau utang Pajak Dacrah lainnya

kelebihan pembayaran Pajak, langsun;
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahult
utang Pajak tersebul. |

Pengembalian keclebihan pembayaran Pajal

dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua

bulan sejak diterbitkannya SKPDLE.

Apabila pengembalian kelebihan pembayarai

Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua

bulan sejak diterbitkannya SKPDLE, Bupal

memberikan imbalan bunga sebesar 1% (sati
persen) DeY bulan aas keterlambatas
pembayararn kelebihan Pajak.

Bagian Kesebelas
Permohonan Pembatalan SPPT

Pasal 55
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(2)

(6)

permohonan Wajib

PajakdapatmembatalkanSF’P’I‘amuSKPD;

Permolionan Pembatalan adalah proses

kegiatan penerbitan surat pembatalan atas

pencrbitan spPPT  atau SKPD  yang tidak

seharusnya diterbitkan.

Pembatalan SPPT dapat dischabkan yaitu:

a. Objek Pajak tidak ada,;

b. Objek Pajak atau Subjek Pajak scharusnya
tidak terutang PBB; dan

c. Terdapat SPPT Ganda;

d. Objek Pajak yang dikecualikan.

Permohonan pembatalan scbagaimana
diwmalearsd mada aval (1\ omerres Adinamoaikan
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secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati
melalui BAKEUDA paling lambat 3 {liga) bulan
sejak tanggal diterimanya SPPT.

Permohonan pembatalan sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (3), harus memenuh:
persyaratan sebagai berikut:

a. diagjukan secara tertulis dalam Bahase
vang men dukung

Indonesia disertai alasan
permononannya;

b. diajukan kepada Bupati meclaluai BAKEUDA
dan

c. ditandatangani oleh Wajib Pajak ata
ditandatangani oleh kuasanya;

d. foto copi identitas Wajib Pajak;

e. Surat Kuasa bermaterai (apabile
dikuasakan);

f. foto copi bukt kepemilikan /penguasaan,

pcmanfaatan tanah (scrtifikat/AJB/ CGamba
Ukur Resmi Badan Pertanahat
Nasional/Surat Keputusan dari Instans
berwenang/Surat Keterangan yani
dikeluarkan Lurah/Kepala Desa da1

diketahui Camat sctem pat/ dokumen lan
yang sejenis);
g. dokumen lainnya yang diperiukan.
Bupati atau Kepala Badan paling lama 12 (du
belas) bulan scjak surat permohonai
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima
sudah harus memberikan keputusari.
Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas
bulan sebagaimana dimaksu d pada ayat (6
Bupafti atau Kepaln Badan tida k memberika
keputusan, permohonan pe¢: sbatalan diangga
dikabullkan.
Penyelesaian permohonan Pembatalan dape

melalui  penclitian  atau verifikasi  yan






dituangkan dalam berita acara.

Bagian Kedua Belas
Permohonan Pembetulan

Pasal 56
Bupati atau Kepala Badan karena jabatan atau atas
permohonan Wajib Pajak sebelum dilakukan
penelitian dapat:

Ty b ; SDPT SQDT QI T QI T =
a. I\chm U\zL,bll}{aA’l &JPVI 5 &)&JPA.), SKI ,‘l.), &JI(PDLL

atau STPD yang dalam penerbitannya terdapal
kesalahan tulis, kcsalahan hitung dan/atat
kekeliruan dalam penerapan peraturar
perundang-undangan Perpajakan Daerah;

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapar
Pajak yang tidak benar; dan

c. mengurangkan atau menghapus sanks
administrasi berupa bunga dan/atau denda dar
kcnaikan Pajak yang terutang dalam hal sanks
tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajit
Pajek atau bukan karena kesalahannya.

Pasal 57
(1) Atas dasar permohonan Wajib Pajuk atau secar:

jabatan, pembetulan kesalahan tulis
kesalahan hitung, dan/atau kekeliruar

penerapank etentuan tertentu dapat dilakukar
tcrhadap surat Kecputusan atau surat kctctapa
sebagai berikut:

a. SPPT;

b. SSPD

c. SKPD;

d. SKPDKB;

e. STPD;

f. keputusan pemberian pengurangan;

g
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keputusan pengurangan denda administrasi;
h. keputusan pembc tulan;
i. keputusan keberatan;
j. keputusan pemberian imbalan bunga;

keputusan pengurangan san ksi administrasi

1. keputusan penghapusan sanks
adrainistrasi;
m. keputusan pengurangan ketetapan Pajak
atau
n. keputusan pembatalan ketetapan Pajak.
(M) })avm C4-1w1r_»m qo%ngn;‘w-w‘n-\ Aq-mm].-.u vel emv el ey v et d
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jhuruf a meliputi pembetulan atas kesalaha
atau kekeliruan yang bersifat man usiawl yan
tidak mengandung persengketaan antara lisku
danWajib Pajak yaitu:



9)

a. kesalahan hitung berupa kesalahan

penjumlahan, pengurangan, nerkalian,
dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/
atau

L. kckcliruan pencrapan  kelentuan tertentu

sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan FPajak berupa kekeliruan dalam
penerapan taril, kekeliruan penerapan
NJOPTKP dan kckeliruan pencrapan sanks:
administrasi.
Keputusan pembctulan SPPT scbagaimane
dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadag
SPPT yang mengalami  perubahan nila
ketetapan dan/atau perubahan Nomor Objck
Pajak (NOP).
Kesalahan tulis pada NOP, luas tanah, luat
Bangunan, Tahun Pajak, dan/atau tangga

jatuh tempo pembayaran.

Kesalahan tulis pada SPPT berupa pembetular
nama Wajib Pajak dan alamat subjek dan objel
Pajak tidak diperlukan Keputusan pembetulan.
Permohonan pembetulan, pembatalan

b
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pengurangan
pengurangan sanksi administrasi atas SPPT
SSPD bharus disampaikan sccara tertulis olel
Wajib Pajak kepada Bupati meclalui BAKEUD/
dalam periode 1 (satu) tahun Pajak berjalan.
Permohonan pembetulan hanya dapat diagjuka:
oleh Wajib Pajak atau kuasanya secar:
perseorangan.

Permohonan pembetulan harus memenuh

dar

-

sorayaratan sc

a. digjukan untuk | (satu) surat keputusal
atau surat ketetapan scbagaimana dimaksu
dalam ayat (1);

b. digjukan secara tertulis dalam Bahas.
Indonesia disertai alasan yang mendukun

ety eyt Iye 'lrvu .
SCDAagal DOrtide L

permohonannya,
c. diajukan kepada Bupati melalhuai BAKEUDA

dan
A Aitorem el v cyoyent Nras W ~vav by IR 1- -~
d. ditangatangari OLChl RS RRY cajasl ala

ditandatangani oleh kuasanya.
Surat permohonan pembetulan ditandatangar
oleh Wajib Pajak atau kuasanya sebagaiman
dimaksud pada Ayat (5] disertai denga
persyaratan:
a. foto copi kartu tanda penduduk  ata
identitas diri lainnya;
b. foto copi lzin Mendirikan Bangunan (IMB)

b

IS

Persetujuan Bangunan Gedung atau Sare



(12)

keterangan Kelurahan/Kantor Desa dengan
denah lokasi Objek Pajak atau surat
pernyataan luas bangunan yang
ditandatangani oleh Wajib Pajak;

c. SPOPD dan LSPOPD yang tclah diisi denga
benar;

d. Fotokopi bukti kepemilikan / penguasaan /
pemanfaatan tanah (sertifikat/AJB/ Sural

o}

i

Keputusan dari Instansi berwcenang/Surat
Keterangan yang dikeiuarkan Lurah/Kepala
Desa dan diketahui Camal setempat
/dokumen lain yang sejenis); dan
e. foto objek Pajak.
Wajib Pajak harus mclunasi PBB-P2 scsua
hasil pembetulan untuk yang diajukar
permohonan sesuai tahun peralihan.
Pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (10
hanya dapat dilakukan untuk Wajib Pajak yang
belum melakukan pembayaran pembetular
dimohonkan.
Permohonan pembetulan sebagaimansi
dimaksud pada ayat (10), harus memenuh

A + - P SR M 4
porsyaratan schagal berikuts

a. diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yani
sama dengan Pajak Yang Terutang dengat
ailai setiap SPPT kurang dari Rp100.000,
(seratus ribu rupiah);

'b. digjukan secara tertulis dalam Bahas:

(13)

(14
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Indonesia disertai alasan yang mendukun;
permohonannya;

c. diajukan kepada Bupati melalui BAKEUDA
qall

d. diajukan melalul Lurah/Kepal.
Desasetempat.

Tanggal penerimaan permohonan pembetulan

yang dijadikan dasar untuk memprose

permohonan pembetulan sebagaiman
dimaksud pada ayat (7) dan ayat( 8) adalah:

a. tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam he
disampaikan sccara langsung oleh Waji
Pajak pada poctughs tempat Uelayanan Paja
atau petugas yang ditunjuk; atau

b. tanggal stempel pns tercatat, cdalarn hal sure
permohonan disampaikan melalui po
tercatat.

Permohonan pembetulan yang tidak memenul

persyaratan sebagaimana dimaksud pada aye

(5), dianggap bukan sebagai permohona

sehingga tidak dipetti mbangkan.

BY~3 Il g
Dalam hal permohonan pembetulan  tida



(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

dipertimbangkan sehagaimana dimaksud pada
Ayat (10), Bupati melalui Kepala Badan harus
memberitahukan sccara tertulis kepada Wajib
Pajak atau kuasanya.

Bupati mclalul Kcpala Badan paling lama 12
(dua belas) buian sejak suratl permohonan
sebagaimana dimaksud pada Ayat (10) diterima,
sudah harus memberikan keputusan.

Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas)
bulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (16).
Bupati melalui Kepala Badan tidak memberikan

keputusan, permohonan, pembetulan.
pembatalan, pengurangan ketetapan  dar
penghapusan atau pcngurangan sanks:

administrasi dianggap dikabulkan.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada Ayal
(16), dapat berupa:

a. menambahkan jumlah Pajak yang terutang;
b. mengurangkan ju mlah Pajak yang terutang;
menghapuskan jumlah Pajak yang terutang;
sanksi administrasi;

memperbaiki kesalahan dan kekeliruar

o0

lainnysa; atau
f. menolak permohonan.
Dalam ha! tidak ada permohonan oleh Waijil
Pajalk, tetapi Bu pati atau Kepala  Badad
mengetahui telah terjadi  kesalahan tulis

kesalahan hitung, dan/atau kekeliruai
penerapan ketentuan tertentu dalam peratural
perundang-undangan Pajak atas Sura

Keputusarn atau Surat Ketetapan sebagaiman:
dimaksud pada ayat (1), Bupati ataa Kepal
Badan dimaksud harus mencrbitkan  sura
keputusan untuk mem betulkan kesalahan atan
kekeliruan tersebut secara jabatan.

Apabila keputusan masih terdapat kesalaha
tulis, kesalahan hitung, dan/atau lkekelirua
penerapan ketentuan tertentu dalam peratura
perundang_undangan Pajak, Bupau ata
Kepala Badan dapat melakukan pembetula
lagi, Dbaik sccara jabaton maupun o
permohonan Wajib Pajak.

Penyelesaian permohonan pembetulan PBB da
BPHTB melalui penelitian atau verifikasl yan

dituangkan dalam berita acara.

Pasal 58
BAKEUDA melakukan penelitian ate
permohonan pembetulan SSPD BPHT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)



(3)

Penelitian SSPD  BPHTB sebagaimanse
dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan:

a. Kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalamr

SSPDBPHTB dengan NOPDyang lercantum:

1. dalam SPPT atau bukii pembuayaran PBE

P2 lainnya;dan
2. pada basis dataPBB-P2;

b. kesesuaian NJOP Bumi per meter perseg

yang dicantumkan dalam SSPD BPHTE
dengan NJOP Bumi per meter persegi pads
basis data PBB-P2;

c. kesesuaian NJOP Bangunan per mete

persegi yang dicantumkan dalam SSPL
BPHTE dcngan NJCP Bangunan pcr mct
persegi pada basis data PBB-P2;

d. kebenaran dan kewajaran penghitungar

BPHTB yang meliputi:

1. NPOP;

2. NJOP;

3. NJOPTKP;

4. Tarif dan pengenaan atas objek pajal

tertentu;
5. BPHTRE terutang atau yang harus dibayar
dan
e. kebenaran penghitungan BPHTB  yan
disector,
termasukbesarnyapenguranganyangdihitung
sendiri.

Proses penelitian atas pembetulan SSPD BPHTI
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakuka
paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimany

e 1/\ﬂry]rr‘lﬁ [(SEGR® )y T2DLITI 3yt
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pemeriksaan di tempat.

Dalam hal berdasarkan hasil penclitian ata
pembetulan SSPD BPHTRE scbagaiman
dimaksud pada ayat (1) jumlah Pajak yan
disetorkan lebih kecil dari jumlah Paja
terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisi
kekurangan tersebut.

Bagian Ketiga Belas

Permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi

Pasal 59
Bupati atau Kepala Badan  ataa ate
permohonan Wajib Pn ak dapat menghapuska
denda administrasi. ;
Penghapusan denda administrasi dap:
disebabkan yaitu:



a. Karena kondisi  tertentu yang ada
hubungannya dcngan subjek/objek Pajak
dan/atau karcna;

b. Dalam hal objek Pajak terkena bencana alam
atau scbab lain yang laar biasa.

Penghapusan denda administrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf t

dapat dilaksanakan berdasarkan permohonan

Wajib Pajak melalui loket pelayanan dengar

melengkapi persyaratan atau tanpe

permohonan yang dilaksanakan pada momer
tertentu.

Permohonan Penghapusan denda administras:

schbagaimana dimaksud pada ayal (1), haruas

disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak
kepada Bupati melalui BAKEUDA paling lambal

3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPP1

dan 1 (satu) bulan scjak tanggal diterimanys«

SKPD:

a. diajukan secara tertulis dalam Bahasc
Indonesia disertai alasan yang mendukung
permohonannya;

b. diajukan kepada Bupati melalui BAKEUDA;

c. ditandatangani oleh Wajib Pajak atat
ditandatangani oleh kuasanya;

d. Fotocopy identitas Wajib Pajak;

e. Surat Kuasa bermaterai . (apabil
dikuasakan);

f. Fotocopy SPPT;

g. Lunas PBB-P2 tahun berjalan;

h. Fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan,
pcmanfaatan tanah (scrtifikat/AJB/CGamba
Ukar Resmi Badan Pertanahau
Nasional/Surat [Keputusan dari Instans
herwenang/Sural Keterangan yan;
dikeluarkan Lurah/Kepala Desa das
diketahui Camat setempat /dokumen lai
yang sejenis); dan

i dokumen lain yang diperlukan.

Bupati atau Kepala Badan paling lama 12 (du

Inaloa
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sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterimz:
sudah harus memberikan keputusan.

Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas
bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5
Bupati atau Kepala Badan tidak memberika
keputusan, permohonan penghapusan dend
adminisirasi dianggap dikabulkan.
Penyelesaian permohonan penghapusan dend
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(9)

(10)

verifikasi yang dituangkarn dalam berita acara.

Bagian Keempat Belas
Permohonan Pembayaran Angsuran Pajak

Pasal 60

Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus
atau lunas.

Bupati atau Kepala Badan atas permchonar
Wajib Pajak atau DPenanggung Pajak sctclal
memenuhi persyaratan yang ditenitukan, dapa!
memnberikan persctujuan  untuk mengangsul
dan/atau menunda Pajak dalam kurun waktu
tertentu.

Wajib Pajak dapat mengajukan Sura
Permohonan Angsuran Pembayaran secare
tertulis untuk mengangsur pembayaran Pajal
yang masih harus dibayar kepacda Bupat

Al alaas T2ATIIDTTIIY A
MICLel AL 10N v s sy,

Permohonan sebagaimana dimaksud pada aya
(1), harus diajukan paling lambat 3 (tiga) buliar
sebelum jatuh tempo pembayaran Pajak.
Apabila batas waktu sebagaimana dimaksuc
pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi oleh Wayjil
Pajak karecna keadaan diluar kckuasaannya
permohonan Wajib Pajak masih dapa
dipertimbangkan sc¢ panjang Wajib Pajak dapa
mcmbuktikan kcbhenaran keadaan dilua
kuasanya tersebut.

Wajib Pajak yang masih punya tunggakan utan;
Pajak tahun sebelumnya, tidak dapa
mengajukan angsuran pembayaran.

Masa angsuran utang Pajak tidak melebih
jangka waktu tahun Pajak.

Penyelesaian permohonan Angsurai
Pembayaran PBB-P2 melalui  penclitian - atad
verifikasi yang dituangkan dalam berita acar:
sebagai bahan pertimbangan disetujui ata
tidaknya permohonan angsuran.

Atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (8
Bupati atau Kepala Badan menerbitkan sure
keputusan atas permohonan berupa menerim
seluruhnya, sebagian atau penolakan  dalar
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) ha
sejak berkas permohonan diterima denga
lengkap.

Terhadap utang Pajak yang telah diterbitka
surat keputusan scbhagaimana dimaksud pad
ayat (9) tidak dapal lagi diajukan permohona
untuk mengangsur pembayaran.



(11)

(12)

(3)

Angsuran pembayaran Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara
teratur dan berturut-turut dengan dikenakan
bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari

jumlah Pajak yang belum atau ka :
Persyaratan untuk dapat mengangsur dan /atau
menunda pembayaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) yaitu bagi Wajib Pgjak Badan,
kegiatan usaha Wajib Pajak berdasarkan hasil
pemeriksaan mengalami kesulitan keuangan
yang antara lain dibuktikan dengan
perhitungan Acid Test Ratio/Quick Ratio kurang
dari 1, foto copi SPT PPh tahun terakhir dan
Ncraca Rugi Laba tahun terakhir yang sudah
diaudit oleh Akuntan Publik, dan Bagi Wajikt
Pajak perorangan harus ada keterangan tidak
mampu atau  kesulitan keuangan  darl
Lurah/Kepala Desa sectempat yang diketahu:

oleh Camat.

Bagian Kelima Belas
Permohonan Kompensasi

Pasal 61
Wajib Pajak dapal mengajukan permohonar
pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dar
kompensasi kepada Bupati melalui BAKEUDA
permohionan  digjukan dalam jangka wakiu <
(tiga) bulan sejak dilunasinya SPPT, kecual
pada kondisi terjadi masalah NOP Ganda
Penggabungan NOP, atau Wajib Pajak atal
kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangkse
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaar
diluar kekuasaannya.
Kelebihan pembayaran Pajak dan kompensas
dapat terjadi, dalam hal:
a. Pajak yang dibayar ternyata
yang seharusnya terutang;
b. Dilakukan pembayaran Pajak yan;
seharusnya tidak terutang; |
c. permohonan pengurangan Pajak  yan;
terutang dikabulkan;
d. pengajuan keberatan atas SPPT, SKPD
SKPDLB dan STPD dikabulkan sehagian atal
seluruhnya;
Permohonan BRBanding terhadap keputusas
Keberatan dikabulkan sebagian atan
seluruhnya;atau
f. Perubahan peraturan.

o

Apabila terjadi kesalahan pembayaran yan



(5)
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dilakukan oleh Wajib Pajak maka tidak dapat
dilakukan pengembalian/kompensasi.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

{1 dinyatakan secara tertulis dan
ditandatangani, dingan sckurang kurangnya

memuat:

a. Fotocopi kartu tanda penduduk atau
identitas diri lainnya;

b. Fotocopi SPPT Tahun berjalan,

c. Fotocopi bukti kepemilikan /penguasaan
/pemanfaatan tanah ( sertifikat / AJB/
Gambar Ukur Resmi Badan Pertanahan
Nasional/Surat Kceputusan dari Instansi
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dikeluarkan Lurah/Kepala Desa dan

diketahui Camat setempat/dokumen lain
yang sejenis);

d. lunas PBB 5 (lima) tahun sebelumnya dan
tahun berjalan;

e. dokumen atau kcterangan yang menjad:
dasar pembayaran Pajak;

f. perhitungan pembayaran Pajak  menurul
Wajib Pajak; dan

g. surat pernyataan.

Terhadap permohonan pengembalian  dar

kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayal

(1) terlebih dahulu dilakukan penclitian atav

verifikasi kepada Wajib Pajak untuk mengetahu

kebenaran atas permohonan terscbut.

Berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaar

terhadap permohonan sebagaimana dimaksuc

pada ayat {1), dalam jangka waktu paling lamsi

12 (dua belas) bulan sejak diterimanys

permohonan Wajib Pajak secara lengkap, Bupat

atau Kepala Badan m enerbitkan:

a. SKPDLB, jika jumlah Pajak yang dibaya
ternyata lebih besar dari yang scharusny:
terutang;

b. surat pemberitahuan, jika jumlah Pajak yani
dibayar sama dengan jumlah Pajak yanj
scharusnya terutang, ataul

c. SKPD, jika jumlah Pajak yang dibaya
ternyata kurang dari jumlah Pajak yan
seharusnya terutang.

Bupati melalui Kepala Badan dalam jangk:

waktu paling lama 12 bulan sejak diterimany:

permohonan kelebihan pembayaran Pajal
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), haru
memberikar. Keputusan.

walsiln A /e rey 1ot
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dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan
Bupati tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak dianggap dikabulkan, dan
SKPDLE harus diterbitkan dalam jan gka waktu
paling lama 1 (satu) bulan.

(9) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak
yang sama atau ulang Pajak Dacrah lainnya
kelebihan pembayaran Pajak, langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebilr dahulv
utang Pajak tersebut.

(10) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua

bulan scjak diterbitkannya SHPLILE,

(11) Apabila pengembalian kelebihan pembayarar
Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupat
memberikan imbalan bunga sebesar 1% (satt
persen) per bulan atas keterlambatar

pembayaran kelebi han Pajak.

Tagal 62

~ 1
Ak

Apabila kelobihan pcmbayaran Paj
diperhitungkan dengan utang Pajak lainnysz
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat(d)
pembayaran dilakukan dengan cara pemindal
bukuan vyang juga berlaku schagai  bukt

pembayaran.

~

Bagian Keenam Belas
Pemeliharaan Basis Data PBB-P2 dan Permohonar
Aktivasi NOPD

Pasal 63

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonar
aktivasi NOPD kepada Bupati melalul Kepal:
T ATZTAT TTY A
LoMADLL WL

(2) Format surat permohonan Aktivasi NOPD yan;
dinonaktifkan tercantum dalam Lampiran yan;
merupakan bagian tidak terpisahkan dar

Peraturan Bupati ini.

Pasal 64

Permohonan Aktivasi NOPD sebagaimana dimaksu
dalam Pasal 23ayat (2) hurul a harus diserte
dengan dokumen pendukung berupa:
a. foto copi kartu tanda penduduk;

foto copi Kartu Kecluarga, dalam hal pemohos

merupakan ahli Waris,;
c. foto copi akta pendirian, dalam hal pemoho:



c.

—_—

(3)

(1)

(1)

merupakan Badan;

foto copi bukti kepemilikan, penguasaarn
dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau
bangunan dari Badan Pcrtanahan Na sional,
Peiabat Pembuat Akta Tanah, Camal, atau
Lurah/Kepala Desa,

foto objek Pajak;

titik koordinat objek Pajak; dan

bukti pelunasan PBB-P2.

Pasal 65

BAKEUDA melakukan verifikasi  terhadag
permohonan kelengkapan dokumen pendukung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
Apabila hasil verifikusi schugaimana dimakaud
pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan benar
NOPD dapat diaktivasi lkembali.

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimans:
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidal
lengkap dan/atau tidak sesuai, permohonar
aktivasi NOPD ditolak dan dikembalikan kepad:

pemchon.

Pasal 66
Pemeiiharaan Basis Data PBB-P2 merupakar
kegiatan pemutakhiran data piutang PBB-P:
dan pemutakhiran data objek dan/atau subjel
Pajak PBB- P2 untuk periode tahun Pajak yan;

Jvealyvremn Aanlyrv royasao
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Pemeliharaan Basis Data PBB-P2 sebagaiman:

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalu

pemeriksaan dan penelitian Basis Data PBB-P2.

Pemeriksaan basis data PBB-P2 sebagaiman:

dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:

a. identifikasi, mengumpulkan dan menelit
kebenaran terhadap Wajib Pajak yan
kewajiban pembayarannya tidak terpenuhi;

ry
7

identifikasi, mengumpulkan  dan aenolit

kebenaran terhadap Wajib Pajak yang tidal

melaporkan objek Pajaknya dengan benai

dan/atau

c. melakukan pemeriksaan atas 1 (satu) ata
beberapa tahun Pajak tahun berjala
dan/atau tahun-tahun scbelumnya.

Hasil pemeriksaan schagaimana dimaksud pad

ayat (3) sebagai Pecmutakhiran Hasis Data PBB

P2.

Pasal 67
Pemutakhiran Basis Data PBB-P2 sebagaiman
dimaksud dalam Pasall7 ayat (4)dilakuka



(2)

(3)

untuk:

a. perencanaan pendapatan Dacrah;

b. menjaring penerimaan Daerah dari Piutang
PBB-P2;

c. pengelolaan Piuatang dalam nc
Daerah; dan

d. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak atau
subjek Pajak untuk membayar PB3I3-P2.

Pengelolaan piutang sebagaimana dimaksuc

pada ayat(l) huruf ¢ dilakukan decngan kegiatar

rekonsiliasi data piutang PBB-P2, melalu

tahapan sebagai berikut:

a. evaluasi data administrasi kantor;

BT e Tran s s ryes am
raca Louangal

b. pcrckaman data pembayaran;
c. verifikasi data ketetapan dan realisas
penerimaan; dan
d. memvalidasi besaran tunggakaui.
Hasil validasi besaran tunggakan scbagaiman:
dimaksud pada ayat (2) huruf d, aigunakar
sebagai data pendukung pelaksanaar
penonaktifan data PBB-P2 schagai bahan prose:
dalam cadangan penghapusan piutang PBB-P2.
Apabila tclah masuk ke dalam dallar cadangas
penghapusan piutang PBB-P2, maka Bupat
atas usul Kepala BAKEUDA menetapkat
cadangan piutang PBB-PZ yang dicadangkar
sebagai piutang PBB-P2 vyang akar
dihapuskan dan lidak lagi adanya tindakar
penagihan.

Pasal 68

Pecmutakhiran Basis Data PBE P2 scbagaiman:

dimaksud dalam Pasal 18 scbagal dasa

Penetapan data PBB-P2 aktil atau nonaktif.

Penctapan data PBB-P2 aktif atau nonakt

sebagaimana dimaksud pada ayat (1

dilaksanakan meialui penelitian terhadap:

a. Objek Pajak yang telah terdaftar namu
secara nyata tidak dapat ditemukal
lokasinya di lapangan;

b. daftar Objek Pajak yang memiliki 2 (due
atau lebih NOPD);

c. Objek Pajak berupa fasilitas umum atal
fasilitas sosial;

d. Wajib Pajak tidak ditemukan/tidak jelas;

e. Wajib Pajak yang tidak melakuka
kewajiban/tidak tercatat pembayara.

Pajaknya dengan Kkriteria yang ditetapka
dalam Keputusan Bupati; dan/atau

Wgjikb Paje

rh
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(3)

(3)

—

(2)

melakukan pembayaran scbelum daluwarsa.
Hasil penelitian sehagaimana dimaksud
padaayat (1), kepala BAKEUDA melakukan
Penetapan data PBB-P2 aktif atau nonaktif.

Pasal 69
Penonaktifari data PBB-P2 dilaksanakan oleh
BAKEUDA.

Penonaktifan data PBB-P2 schagaimana

dimaksud pada ayat ] dilaksanakan

melalui:

a. verifikasi data dan validasi besaran
tunggakan;

b. menyusun berita acara hasil verifikasi datas
dan validasi besaran tunggakan;

c. menyusun laporan hasil penelitian dan
pemeriksaan; dst

Hasil validasi besaran tunggakan scbagaimane

dimaksud pada ayat (2) huruf d, digunakan

sebagai data pendukung pelaksanaar

penonaktifan data PBB-P2.

Pasal 70
{epala BAKEUDA menyampaikan laporan hasi
penelitian dan pemecriksaan penonaktifan date
PBB-P2 kepada Bupati.
Kepala BAKEUDA menetapkan NOPD yansg

dinonaktifkan mclalui keputusan.

Pasal 7.1
NOPD yang dinonaktifkan sebagaiman:
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) tidak dapa
diterbitkan SPPT PBB-P2.
NOPD yang dinonaktifikan sebagaiman:
dimaksud pada ayat (1) tetap tercantum dalan
DHKP.

Bagian Ketujuh Belas
Penetapan Besaran Pajak Terutang

.
Fasal 72
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terutang rnenggunakan SKPD be rdasaka
pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksu
dalam Pasal 13 ayal (1).

Dalam hal Wajib Pajak tidak melakuka
pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksus
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(1)

(2)

dalam ayat (1), Bupati atau Kepala Badan dapat
menerbitkan SKPD atas Pajak terutang sccara
jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau
dimiliki oleh Daerah.
Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atad
keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang
terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang
dihitung berdasarkan surat nendaltaran objek
Pajak yang disam paikan oleh  Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati
atau Kepala Badan dapat menctapkan Pajak
terutang dengan menggunakan SKPD atau
dokumen lain yang dipersamakan.
Pagjak toru jenis Pajak scbagaimana
dimaksud pada ayat (1), 3)
f 1)

ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun scjak

v 3 ey e
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ang untuk j ¢
ayat (2), dan ayat (
terutangnya Pajak.

Penetapan Pajak terutang schagaimana
dimaksud pada ayat (3) tanpa dikcnakan sanksi
administratitf.

Pasal 73

Bupati atau Kepala Badan menetapkan PBB-P2

terutang berdasarkan  SPOP  se bagaimane

dimaksud dalam Pasal 13 ayal (1) dengar
menggunalkan SPPT.

Bupati atau Kepala Badan dapat menerbitkar

SKPD PEBE-P2 dalam hal:

a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak
dan setelah Wajib Pajakditegur secare
tertulis oleh Kepala Daerah atau Kepale
Badansebagaimanaditentukanda lamsuratteg
uran;dan/atau

b. hasil Pemeriksaan atau kclerangan lair
ternyata juralah PBB-P2 yangterutang lebil
besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung
berdasarkan SPOP yang disampaikan clel

Wajib Pajak.

Bagian Kedelapan Belas
Pembayaran dan Pcnyctloran

Pasal 74
PemungutanPajakdilarangdiboron gkan.
Wajib  Pajak  mclokukan pcmbaya
penyetoran  Pajak yang tcru tang  denga
menggunakan SSPI.

Pembayaran atau penyectoran Paja.
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukau
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melalui sistiem pembayaran berbasis elektronik.

Dalam hal sistem pembayaran  berbasi:

elektronik belum tersedia, pembayaran atav

penyetoran Pajak dapat dilakukan melalu
pcmbayaran tunai.

Bupati menetapkan jangka waktu pembayarar

atau penyetoran Pajak terutang paling lama:

a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengirimar
SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasa
28 ayat (1); dan

b. 6 (enam) bulan scjak tanggal pengirimar
SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2¢
ayat (1).

Bupati mcnctapkan jangka waktu pembayarar
atau penyetoran Pajak terutang paling lama 1(

(sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya mas:
Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atat
menyetor tepat pada waktunya scbagaimane
dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajil
Pajak dikenai sanksi administratii berup:
bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dar
Pagjak tcrutang yang tidak atau kurang dibaya
atau disetor, dihiturig dari tanggal jatuh tempe
pembayaran sampai dengan tangga
pembayaran, untuk jangka wallu paling lam:
24 (dua puluh empal) bulan scrta bagian dar
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagil

dengan menggunakan STPD.

Bagian Kesembilan Belas

Pemeriksaan

Pasal 75

Bupati atau Kepala Badan berwenan,

melakukan Pemecriksaan untuk mengu

kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak

dan tujuan lain dalam rangka mclaksanakai

ketentuan pceraturan perundang

undanganmengenailPajak.

Pemeriksaan untuk moenguji kepatuhas

pemenuhan kewajiban perpajakan scbagaiman.

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atai
kompensasi kelebihan Pembayaran Pajak;

b. terdapat Kketerangan lain berupa dat
konkret yang menunjukkan bahwa Paja
yang terutang tidak atau kurang dibayeu
atau

c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakuka



Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
Pemeriksaan untuk tujuan lain scbagaimana
dimaksud pada ayat (l)dilakukan paling scdikit
untuk:

a. pcmberian NPWPD sccara jabatan;
b. penghapusan NPWPD,;
c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib

Pajak;

d. pencocokan data dan/atau alat kcterangan;
dan/atau

e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

Pemeriksaan untuk tujuan lain schagaimana

dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. penentuan;

b. pencocokan; atau

¢. pengumpulan materi yang berkaitan dengan
tujuan Pemeriksaan. ‘

Tata cara Pemecriksaan dilaksanakan sesual

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Bagian Kedua Puluh
Surat Tagihan Pajak

Pasal 76
Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun
sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Kepala
Badan dapat menerbitkan STPD.
Penerbitan STPD schagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau

131~

kurang  dicayar agciclah  jatuh tempe
Pembayarari;
b. Surat Keputusan Pembectulan, Surat

Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding
yang tidak atau kurang dibayar setelal
jatuh tempo Pembayaran; atau
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrati
berupa bunga dan/atau denda.
Jumlal: tagihan dalam STPD schagaimane
dimaksud pada (2) hurul @, berupa nakol Pajal
yvang kurang dibayar ditambah dengar
pemberian sanksi administratif berupa bunge
sebesar 1% (satu persen) perbulan dihitung dar
Pajak yang kurang dibayar,dihitung dar
tanggal jatuh tempo Pembayaran sampa
dengan tanggal Pem bayaran,untuk jangks
waktu paling lama 24 (dua puluh ¢ mpat) bula:
sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dar
bulan dihitung penuhl{satu) bulan.



(2)

(2)

Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)hurufl b,dikenai sanksi
administratif berupa bunga scbesar 0,6%(nol

koma enam persen) perbulan dari Pojak yang
tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal
jatuh tempo Pembayaran sampai dengan
tanggal Pembayaran, untuk jangka waktu
palinglama 24 (dua puluh empat) bulan sejak
saat terutangnya Pajak scrta bagian dari bulan
dihitung penuhl(satu) bulan.

Bagian Keduapuluh Satu
Penagihan Pajak

Pasal 77
Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam
SKPD, STPD, surat keputusan pembetulan,
surat seputusan scberatan  dan  putusan
banding mcrupalkan dasar Penagihan Paja.
Atas dasar Penagihan Pajak scbagaimanea
dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempc
pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan
imbauan.
Dalam hal dasar penagihan Pajak sebagaimane
dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelal
jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapai
dilakukan penagihan Pajak scsuai  dengar
kctentuan pcraturan perundang andangar
mengenai perpajakan,

Pasal 78
Dalam rangka meclaksanakan penagihar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1
Bupati berwenang mcenunjuk Pejabat unt ulk
melaksanakan Penagihan.
Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1
berwenang:
a. Mengangkat dan memberhentikan Jususita Pajak
dan
b. menerbitkan:
1. surat teguran,
2. surat perintah penagihan selketika dai
sekaligus;
3. Surat Paksa;

4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
5. surat perintah penyanderaan;

a
6. surat pencabutan sita;
pengumuman lelang;

o N

surat penentuan harga limit;

':O

pembatalan lelong; dan



(1)

(1)

10.surat lain yang diperlukan untuk
pelaksanaan penagihan Pajak.
Juru sita Pajak melaksanakan penagihan Paja
ksesuaj dengan ketentuan peraturan perundang
- undangan.

Pasal 79
Tata cara penagihan Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) diawali
dengan penerbitan surat teguran.
Surat teguran scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. nama Wajib Pajak atau nama penanggung

Pajak;

b. besarnya hutang Pajak;
c. perintah untuk membayar; dan
d. Batas waktu pelunasan utang pajak.
Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksuc
pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belumrr
melunasi utang Pajak, terhadap Pecnanggung
Pajak diterbitkan surat paksa.

Pasal 80
Khusus untuk penanggung Pajak yang telal
disetujui untuk mengangsur atau menunde
pembayaran Pajak, atas utang Pajak yang
diangsur atau ditunda Pembayarannya tidalk
diterbitkan surat teguran.
Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belun
dilakukan setelah melewati jatuh tempo
ditcerbitkan surat paksa tanpa didahului sura
teguran.
Surat Paksa scbagaimana dimaksud pada aya
(2) diberitahukan atau disampaikan olel
Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
Dalam hal penanggung Pajak tidak melunas
utang Pajaknya setelah melewati jangika waktt
2x24 (dua kali dua puluh empal] jam sejal

surat paksa disampaikan sebagaiman:
dimaksud pada ayat (3J), diterbitkan sura

perintah melaksanakan Penyitaan.

Dalam hal utang Pajak dan/atau biay:
penagihan Pajak tidak dilunasi  setelal
dilaksanakan penyitaan berdasarkan sura
perintah melaksanakan penyitaan sebagaiman:
dimaksud pada ayat (4), Pejabat sebagaiman:
dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berwenan,
melaksanakan penjualan sccara lelang melalu

Trms
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Pasal 81
Penjualan secara lelang dilaksanakan paling
cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas)
hari terhitung seiak pengumuman lelang.
Pecngumuman lelang  scbagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilaksanakan paling ccpat setelah
lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari
terhitung sejak dilakukan Penyitaan.
Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu
untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan
sisanya untuk membayar Utang Pajak yang
belum dibayar.

Pasal 82

Juru sita Pajak melaksanakan penagihan seketike

dan

sekaligus berdasarkan surat perintak

penagihan seketika dar sckaligus apabila:

a.

Penanggung Pajak akan meninggalkar
Indonesia untuk sclama-lamanya atau bernial
untuk itu;

Penanggung Pajak memindah tangankan barang
yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangke
menghentikan atau mengecilkan Keglatar
usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya d
Indonesia;

Penanggung Pajak akan mcembubarkan badar
usahanya, menggabungkan usahanya, ata
memckarkan usahanya, atav
memindahtangankan perusahaan yang dimilik
atau dikuasainya, atau melakukan perubahar
bentuk lainnya;

Ladan usaha akan dibubarkan olich ncgara
CAadiadll wudSafil acgain nloargan Oula 1nigara
atau

terjadi penyitaan atas barang penanggung pajal
oleh pihak ketiga atau terdapal (anda-tand:
kepailitan.

Pasal 83

Dalam rangkaian proses pelaksanaar
penagihan, terhadap penanggung Pajak yan;
tidak menunjukkan iktikad baik melunasi utan;
Pajak dan memiliki utang Pyjak dengan besara
minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahai
dan/atau penyanderaan.

Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadaj
penanggung  Pajak tidak  mengakibatkas
hapusnya utang Pajak atau terhentiny:
pelaksanaan penagihan Pajax.

Pencegahan dan/atau penyanderaal
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(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

e
<

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.
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Bagian Kedua puxun UG
‘J

Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 84
Hak wuntuk melakukan penagihan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64

menjadi kedaluwarsa sectelah melampau waktu
5 (lima) tahun terhitung sejak saatl lerutangnya
Pajak, kecuali apabila Wajib Pajauk melakukan
tindak pidana dibidang pcrpajakan Dacrah.
Kedaluwarsa penagihan Pajak scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat
paksa; atau
b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak,
baik langsung maupun tidak langsung.
Dalain hal diterbitkan surat tcguran dan/atau
surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, kcdaluwarsa Penagihan dihitung
sejak tanggal penyampaian surat teguran
dan/atau surat paksa.
Pengakuan utang Pajak secara langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannye
menyatakan masih mempunyai utang Pajak dar
beium melunasinya kepada Pemcrintah Daerah.
Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
dapat diketahui dari pengajuan permohonar
angsuran atau penundaan pembayaran dar
permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
Dalam hal terdapat pengakuan utang Pajak dar
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud [.)A(..léil aya
(2) huruf b, kedaluwarsa Pcnagihan dihitung
sejak tanggal pengakuan.

Bagian Kedua puluh Tige
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 85
Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajal
untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
Bupati atau Kepala Badan memerintahkar
jurusita Pajak untuk melakukan Penagihar
sebdgaunana dimaksud dalam P 11 7% ayat (3).

D fom o iy e s le k mung!
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karena hak untuk melakukan Penagihan sudah
kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam
kcputusan Bupati.
(5) Keputusan Bupati schagaimana dimaksud pada
ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana
dimaksiad dalam Pasal 64 ayat(3) sampai
dengan batas waktu kedaluwarsa penagihan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat
(1); dan

b haSll koordinasi dengan aparal  pengawas

(6) Penagﬂ n sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
auruf a dibuktikan dengan dokumen

pelaksanaan penagihan.

Bagian Kedua puluh empat
Sosialisasi dan Edukasi

Pasal 86

(1)Sosialisasi dan cdukasi kcpada wajib  pajak
dapat dilakukan melalui berbagai media, antara
lain :

a. Penyebaran brosur, pamphlet, dan leaflet;

b. Penyelenggaraan seminar, workshop, dan
pelatihan; ;

c. Pemasangan spanduk, banncr, poster, dan
balino;

d. Siaran radio dan televisi,

c. Mcdia sosial; dan

f. Website resmi pemerintah daerah.

(2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) bertujuan untuk :

a. Meningkatkan pcemahaman wajib  pajak
tentang peraturan perpajakan;

b. Meningkatkan kcpatuhan wajib pajak dalam
melaksanakan kewajiban perpajakannya;
dan

: 1 + 1
n kesadaran wajib pajak qaat
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pembangunan daerah.

Bagian Kedua puluh lima
Banding

Pasal 87
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonar
banding hanya kepada badan peradilan Pajak
atas surat  kepttusan keberatan yang
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ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Badan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)
paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan
diterima dengan dilampiri salinan surat
kcberatan.

Permohonar banding sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digjukan sccara tertulis dalam
bahasa Indonesia dan dengan discrtai alasan
yang jelas.

Permohonan banding sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menengguhkan kewajiban
membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan
sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
Pengajuan banding dilaksanakan scauai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88
Dalam hal permohonan banding dikabulkan
Sebagian atau seluruhnya, kelebihan
Pembayaran Pajak dikembalikan dengan

ditambhah imbalan bunga scbesar 0,6%  (nol
koma enam persen) per bulan dihitung dari
Pgjak yang lcbih dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empal) bulan serta
bagian dari bulan dihitung penuh [ (satu) bulan.
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai
dengan diterbitkannya Putusan Banding.

Dalam kal Wajib Pajak mengajukan
permohonan  banding, sanksi  administrau

<4
i)
berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1]
tidak dikenakan.
Dalam hal permohonan banding ditolak atau
dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikena
sanksi administratif berupa denda sebesar
60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak
berdasarkan putusan Banding dikurang
dengan Pajak yang tclah dibayar sebelur
mengajukan keberatan.

Bagian Kedua puluh enam
CGrugatan Pajak

Pasal 89

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajal
terhadap:

a.

Pelaksanaan Surat Paksa, surat perintal



melaksanakan penyitaan, atau pengumuman
lelang;

b. keputusan pencegahan dalam rangka
penagihan Pajak;

0

pcenerbitan surat kctctapan Pgjak atau sura
keputusan keberatan yang dalam penerbitannya
tidak sesuai dengan prosedur alau tata cara
yang telah diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan, hanya dapat digjukan ke

badan peradilan Pajak.

Pasal 90
Pengajuan guga dilaksanakan scsuai dengan

Bagian Kedua puluh tujuh
Kemudahan Perpajakan Dacirah

Pasal 91
(1) Bupati dapat memberikan kemudahan
perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
a. perpanjangan batas waktiu pembayaran atau
pclaporan Pajak; dan/atanu

b. pemberian fasilitas angsuran atau
penundaan pembayaran Pajak terutang atau
utang Pajak.

(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau
pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) huruf a diberikan kepada WajibPajak
vang mengalami kcadaan kahar schingga Wajib
Pajak tidak mampumemenuhi kewajiban Pajak
pada waktunya.

(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau
pelaporan Pajak secbagaimana dimaksud pads
ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secare
jabatan atau berdasarkan permohonan Wajik
Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaar
Pembayaran Pajak (crutang atau utang Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t
dilakukan dalam hal Wajib Pajiak mengalam
kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajikt
Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampt
memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pade
waktunya.

(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaar
Pembayaran Pajak terutang atau utang Pajal
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapa
diberikan Bupati berdasarkan permohonar
Wajib Pajek yang ditctapkan dalam keputusar



Bupati.
6) Dalamm pemberian fasilitas angsuran atau

penundaan Pembayaran Pajak terutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati
memplr hat} kan tx\,pd‘\ihﬂu Waiib ﬂ]d dalam

§ib
Pembavaran Pajak selama 2 (dua) tahun
terakhir.

Pasal 92
(1) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud dalam FPasal 77
ayat (5), dapat berupa:
a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau

vy P ln )

-~ e ey atau 1oy v ~ ]
Na8a dangsurdal atau amanya pinundaan

'S

sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;

b. menyetujui scbagian jumlah angsuran Pajak
dan/atau masa angsuran alau lamanya
penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak;

atau
G menolak permohonan Wajib I Pajak.
(2) Persetujuan atau persetujuan sebagian
angsuran atau penundaan schagaimana

dimaksud pada ayat (1) hurufl o dan hural b
paling lama diberikan untuk jangka waktu 24
(dua puluh empat) bulan.

(3) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran
dan Pembayaran Pajak  yang ditunda
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertal
bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per
bulan dari jumlah Pajak yarg masih harus
dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh cmpat) bulan scria bagian dar:

bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 93
Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasa
78 ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
a. bencana alam;
b. kebakaran; kerusuhan massal atau huru-hara;
c. wabah penyakit; dan/atau
d. keadaan lain berdasorkan pertimbangan Bupati.

Bagian Kedua puluh delapan
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 94
(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karen:
jabatannya, Bupati atau Kepala Badan dapa
melakukan pembetulan STPD SKPD, SKPDKB
SKPDKET, atau SKPDLE, SKPDN yang dalam



()

(6)

penerbitannya terdapat kesalahan tulis
dan/atau kesalahan hitung dan/atau
kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan
TNAanwals

L/ QAN L CRAL,

Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan dalam surat keputusan
Pembetulan.

Dalam hal pembetulan  didasarkan — atas
permohenan Wajib Pajak schagaimana

dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala
Badan menindaklanjati permohonan tersebut
dengan melakukan penelitian terhadap
pcrmohonan Wajib Pajak.

Dalam rangka penelitian scbagaimana
dimaksud pada ayatl (3), Bupati atau Kepala
Badan dapat meminta data, informasi,
dan/atau keterangan yang diperlukan.

Dalam hal pembetulan didasarkan atas
permohonan Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat
yang ditunjuk wajib  menerbitkan  Surat
Keputusan Pembcetulan scbagaimana dimaksud
pada ayat {2) dalam jangka waktu paling lama 6
(enam) bulan sejak tanggal surat pcrmohonan
pembetulan diterima.

Surat keputusan Pembetulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan

berupa:

a. Mengabulkan permohonan Wajib  Pajak
dengan moembcetulkan kcualahan atau
kekeliruan yang dapat berupe
menambahkan, mengurangkan, atau
menghapuskan jumlah Pajak yang terutang

naupun sanksi administratif berupa bunga
denda, dan kenaikan Pajak; atau

. membatalkan STPD atau membatalkan hasi
Pemeriksaan maupun kctetapan Pajak yang
dilaksanakan atau diterbitkan lidak sesua
dengan tata cara yang ditenitukan; dan

c. menoclak permohonan Wajib Pajak.

Bupat: atau Kepala Badan dapat melakukar

pembatalan sementara terhadap SPPT dalan

hal:

a. Subjek/objek Pajak diketahui namun tidal
melalkukan pembayaran PBB-P2 5 (lima
tahun ke belakang secara berturut-turut;

b. objek Pajak dalam keadaan sengketa dar
masih menunggu keputusan pengadilan atat



ggal

lainnya;
c. Subjek/objek Pajak tidak ada atau tidak
diketahui.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku
Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak yang
belum diselesaikan sebelum Peraturan Bupati ini
diundangkan, penyelesaiannya dilakukan
berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 12~ 2- 2025
Pj. BUPATI TEBO,

Ly
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VARIAL ADI PUTRA

angkan di Muara Tebo

12 - 2 - 2025

KRHETARIS DAERAH
" PATEN TEBO
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lainnya,
¢. Subjek/objek Pajak tidak ada atau tidak
diketahui.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95
Pada saat Peraturan Bupati ini muiai berlaku
Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak yang
belum diselesaikan sebclum Peraturan Bupati ini
diundangkan, penyelesaiannya dilakukan
berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga

diundangkan.
Agar  setiap orang  mengetahui, memerintahkar
pengundangan Peraturan Bupati ini dengar

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo
Ditetapkan di Muara Tebo

pada tanggal /%2 - 2- 2025
Pj. BUPAT] TEBD,

VARIAL ADI PUTRA

Diunglangkan di Muara Tebo

ggal

12 - 2- 2025

(v



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR

TANGGAL

TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DAN BEA PEROLEHAN ATAS

HAK TANAH DAN BANGUNAN

= o
i RAMRT EM TR

SURAT SETORAN PAJAK DAKRAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAII DAN BANGUNAN

(SSPD-BPHTB)

Id Billing

LEMBAR 1

E.Jumlah Setoran Berdasarkan :
a. Pechitungan wajib pajak

b. STPD BPHTB / SKPDKB / SKPDKBT *) No.NTPD :

N

c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi :

JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka)
Rp.

(dengan huruf)

'I;nnp,gﬁl
Berdasarkan Peraturan KD/ NO. o

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK Untuk Wajib
Pajak
! OPD Pengelola Pajak Daerah R
A. 1. Nama Wajib Pajak '
2. NPWP ! 3. NIK
4. Alamat Wayjib Pa|.dc
5. Kecamatan ;
6. Kelurahan/Desa 7. RT/RW
7. Kabupaten/Kota 8. Kode Pos
B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB :
2. Letak Tanah dan Bangunan
3. Kecarnatan :
3. Kelurahan/Desa : 4. RT/RW :
5. Kecamatan : 6. Kabupaten/Kota :
7. Jenis Perolehan Hak atas Tanah
8. Nomor Sertifikat .
C. Perhitungan NJOP PBB
1. Horga Transaksi Nllai Pasar
a. Luas Bumi
b. Luas Bangunan
2. Dalam hal nansakm tidak dxketahu;/ tidak 'elas/ ebih rendah dari NJOP,maka :
Uraian Luas NJOP PBB/m2 Luas x NJOP
(Diisi luas tanah dan/atau (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun PBB/M2
bangunan yang haknya terjadinya perolehan hak/tahun....)
diperoleh - e
Tanah (bumi) |a | ...... M2 ¢ [Rp WE .
Bangunan b | s M2 d [1 Rp. f | Rp oo
B NJOP PBB L& LRp...

D. PENGHITUNGAN BPHTRB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan V\/H_]lb l’n_]nk) N
Nilai perolehan objek pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada C. 1 dan C. 2 FRp.
Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak (NPOPTKP) memperhatikan nilai pada Rp. sovveiss
Nilai perolehan objek pajalk kena pajak (NPOPKP) angka | - angka 2 R ssmsvens
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terutang 8% x angka 3 Rp. cveveees
Pengenaan 50% karena waris/hibah wasiat/pemberian hak pengelolaan *) Rp. . .

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar Rp. ,,,,,,,,

|
| Nama lengkap dan
tanda tangan

Nama lengikap dan
tanda tangan

Nama lengkap dan tanda
tangan

........................ Mengetahui DITERIMA OLEH : Telah Diverifikasi :
Wajib Pa]ak /Penyetor PPAT/NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN Tanggal

BPHTB

Tanggal :

Nama lengkap dan tanda tangan



FORMULIR PERMOHGCNAN PENELITIAN SSPD-BPHTR

LTI § ooonsseanommmtis s re
Hal  iehs S S SBRBRR S € 54§

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
OPD PENGELOLA PAJAK DAERAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Wajib Pajak P
NPWP § G SRR § a8 S B S 8§ 6 6% 3 6 B D E S IR 5 E 6 T e § AR K
Alamat PR
Bersama ini menyampaxkan SSPD-BPHTB untuk diteliti atas perolehan ha
katas tanah dan bangunan sebagai berikut :

NOP gk i § 48§ 5 85 b SR 46 § 8§ b BAEANTE 61 6 8§ B SHREHER 5§ 8 § 0B RN 6 4
Alamat B T IR e F R R 8 TR S i LS
Kelurahan i onioma £ § %3 85 B AGSRGEE D5 59 5 § A 68 18 883 R 6814 0§ SR Y 8 £33
Kabupaten PRSI .

Terlampu dokumen sebagai berikut :

(1) SSPD-BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD)
SSPD-BPHTRB disertai Bukti Penerimaan Daerah (BPD) ¥

(2) Fotocopy SPPT atau STTS Struk ATM bukti pembayaran PBB/Bukti
Pembayaran PBB Lainnya Tahun ................... *)

(3) Fotocopy Identitas Wajib Pajak berupa ...............

(4) Surat Kuasa dari Wajib Pajalc **)

(5) Fetocopy Identitas Kuasa Wajib Pajak **)

(6) Fotocopy NPWP

{

) e e
Demikian disarnpaikan untuk dapat dilakukan penelitian SSPD-BFHTB
KEBPEHPARI T 000 iiesaeoreeayesn i wmanes 610 suRRGEs e U
*) Coret yang tidak perlu Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak *)

**) dalam hal dikuasakan

................................................

PENELITIAN
Setelah melakukan pemeriksaan dan penelitian SSPD-BPHTB dan dokumen
pendukung dari Wajib Pajak, dengan ini kami menyatakan bahwa :
- Data cbjek pajak yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai E
- Nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD-BPHTR telah sesuai
- Dokumen pendukung perolehan ha katas tanah / dan bangunan t.elah[
lengkap

MUars TeBO 5 sssceisisssamomsisaians
Fungsi Pelayanan

.................................



Depan

[No. Formulir [___L,_J I l I Y I I T I

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

Selain yang diisi oleh ( bagian yang diaksir )
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK ‘ .
chisi uleh Wajib Pajak

Beri Tanda Silang pada kolom yanyg sesua

BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TEBO

1. JENIS TRANSAKSI l—wl |. Peickaman Data [T 2 Pemutakhiran Data [:J 3 Penghupusan Datis

PR DTil KEC KEL/DES Bl O)\ N(,) URUI KODIL:

2. NOP ) IO T I«TT-] 17
5 Nopersama [ | [ ] E_L_L_J OO OO 11 O

L]
4 NOPASAL C1 ]

[ l
3 NOPSPPT LAMA [-I:I—:L:}
g Ml Ll Ll

6. NAMA JALAN

HHHHHIHHHH

l 1 ] 7. BLOK/KAV/NOMOR

BEERENEERNEN

8. DUSUN

[
COITT I I T I ]t

|
|
9. KELURAHAN /DESA
HENNEARN
12, KECAMATAN
1 l
I

HENEREEERNE
1'[HHIHHIHIHI
13. KABUPATEN | KOTA MADYVA - XODE $0

IHTHHIHI l

14. STATUS D 1, Pemilik D 2. Penyewa D 3. Pengelola D 4. Pemakai [;_I S. Sengheta
15, PEKERJIAAN [_] 1.PNS®) (] 2.ABRr®) (] 3. Pensiunan®) ] 4. Badan [ 5. Lainnya
¢ T\A\U\ SUBJEK PAJAK 17 NPWPD

Ll L T T T T I I I I (T I
18, NAMA JALAN

HERREERNRNRNAREREERREERERRERE r.‘) el SR S
20. DUSUN ) J ] ‘ Pl J‘ ; ‘
T T O T T T T T !

21 DESA/KELURAHAN 22 RW 23 RT.

T iy ol
24, KECAMATAN

HEEENENENEEEENERNENEERNER

25. KABUPATEN / KOTA MADYA - KODE POS |
O T T T T T T

26. NOMOR KTP

HEREEEEANEN IH | (TT] ""/‘“M‘c'v{"ﬂ L

il |). b. \| ALAN, Atail e
]

28 LUASTANAH [ T LT 11 LT 1] ' 29. ZONA NILAI TANAI
30 JENIS TANAH 1 TANAH + 2. Kavling 3. Tanah 4. Tasilitas Umum ‘
) ' D BANGUNAN D Siap Bangun D Kosong D \




Belakang

Sava menyatakan bahwa informas: vang telah saya berikan dalam formuliy ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lenghap menurut
keadaan vang sebenamya, sesuai dengan pasal 10 ayat (2) Perda Nomor 19 Tahun 2012

32. NAMA SUBJEK PAJAK/ 33. TANGGAL 34, TANDA TANGAN
KUASA

- Dalam hal bertinaak selaku kuasa, Surat Kuasa harop dilampirkan
- Dalam hal subjek pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket / Denah Lokasi Objek Pajak
- Batas waktu pengambilan SPOP 30 (tiga puluh) Lari sejak diterima oleh Subjek Pajak

sesuai Pasal 10 Ayat (2) Perda Nomor 19 Tahun 2012

PETUGAS PENDATA MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENAMNG

35. TANGGAL (TGL/BLN/THN) [T] [T] |39 TANGGAL(TGL/BLN/THN) [ﬁ (T [TT

36. TANDA TANGAN 10 TANDA TANGAN

27. NAMA JELAS 41 NAMA JELAS

NP [T T T T T T T feewe COITTTTITITTLITTTT]

SKET / DENAH ILOKASI OBJEK PAJAK

KETERANGAN : Contoh Penggambaran
Gambar Sket / Denah lokasi objek pajak

j |

(tanpa skala), yang dihubungkan dengan jaian raya/ ] i R
jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, & . Kerinci

vang mudah diketahui oleh umum . AR Knn;l&lw
Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, ] : mrm.f%di

selatan, timur dan barat.




Lampiran Depan

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK No Fornuht (T 1771777

4 Penilajan Individual
2NOP MR DT.II KEC KEL/DES BLOK NO URUT KODE
Cd U

CTO O 1M T O

I JENIS TRANSAKSI E{ | PerekawanData | |2 PemukiabwanDatn [ | 3 Penghapusan Data

3 JUMLAHBARANG [ | | 4 BANGUNANKE [ | | [ ]
ﬂ: lk«

BTGt

5 JENISPENGGUNAAN

BANGUNAN D 1 Perumahan [:] 2 Perkantora' Swasta [T 3 Pabrik
D 4 Toko/Apotik/Pasar/Ruko [] 5 Runah Sakit ' Khiuk [_J 6 Olah Raga  Rekreas:
[_j 7 Hotel / Wistna D 8 Beugkel’Ominug/Pfrmman::] 9 Gedung Pemenntahan
[j 10 Lain - Lain [j 11 Bangwnan hidak kena pa)ak::] 12 Banguuan Parkir
D‘B Apartemen [] 14 Porupa Bensiny l_—] 15 Tangks Minyak

[:] 16 Gedung Sekolah

6 LUASBANGUINAN [ T T T 1L L 1 T] 71mwadwaxtar [T T T T T ] ]

aR)
s TAHUNDBANGUN [ 1 1T 1 L 1 L 1] o rtanmowesovast [ | [ [ | 7 ]
10 DAYALISTRIK T T T T T
TERPASANG(WATT) ' B
11 KONDISI PADA [t smgatBak [ ]2 Baik (7] sedang [ ] 4 Jelek
UMUMNYA
12 KONTRUKSI [ )1 Bas ] 2 Beton []3 BanBata [ |4 Kay
[13 ATAP m 1 Descrabon/ [_—] 2 Gtg Beton r_] 3 Gtg Buasa rl 4 Asbes {_~] S Seng
Beton/ Suap
__ Gtg Glazor N ’ ‘
14 DINDING lr__} 1 Kaca, [_WJ 2 Beton [ % Baw Bata \J 4 Kavu ! J N Seng
__ Alumumum 5 Conblok
15 LANTAI [_“] 1 Mamer LJ 2 Keramik L[ 3 Temso it 4 CbmPC | |5 Semen
Papan

16 LANGIT-LANGIT [ ] 1 Akustikfati [ ] 2 Triplckidsbes' [ | 3 Tidak ada
Bambu

|17 JUMLAH AC C T sptit T Jwindow 18 Ac Sel
19 LUAS KOLAM e !30 LUAS Pﬁg}(ggg@\,\.\: HALAMAN (M2)
RENANG (M2) L TT I J [ Rugan i [ j E i WBmm
S N W | i .-
D 1 Drplester EJ 2 Dengan ‘, [le__I_“J__‘: Sedang [l "[_ .L_.-J Dengan
Pelapis Penunip
Lantat
21 JUMLAH LAPANGAN  DGN LAMPU TNP LAMPU 22 JUMLAH LIFT 23 JUMLAH TANGGA BERJALAN

~

TENIS [ ] " |Beton LI_] [ Pemuinpang Lbr< 0,80 M

[:['_'_]Aspal L] (T IKapsul Lor>080M [ ||
U] Tanah Liat/ ED [jL_J Barrug

Rumput o
4 PANJANG PAGAR (M2 [ | | [ ] 25 PUMADAM
 KEBAKARAN ,
BAHAN PAGAR (771 BajaBess [ ]2 BawBatako ||| Hydmat | |1 Ad Y Tidakada
Ll 2 Sprkler ( I Ada | |2 Tdak Ada
|3 Rreal { |1 Ad LJ.‘ Tidak Ada

% M SALURAN 37 KEDALAMAN SUMUR

PES PABX []:[_]:] | artesis [ ][]




Belakang

| [ JPABRIK/ BENGKEL/GUDANGPERTANLAN (2B = 3 |
| 28 TINGGIKOLOM(MD) [ | | 29 LEBARBENTANGOM) [ |

1 o O, )
(wpsvapkeNe [T 7] 31KELNG N
LANTAI SKg M2)

i~y
|
|

L

[T wwwszoane| [T T 7T 7T

DINDING (M2)

[ JPERKANTORAN / SWASTA/ GEDUNG PEMERINTAH (7B = 29)
3 KELASBANGUNAN [ J1Réas) [ |2 Rés2 [ |3 Keasd3 [ )4 Kema

[ ]T0KO 1 APOTTIK / PASAR / RUKO( JPB =4) ) |
34 KELASBANGUNAN [ |1 Kdas! [ ]2 %dw2 [ ]3 Kelas) ‘

[ RUMAH SAKIT/ KLINIK (JPB = 5)

3 REASBANGUNAN [ )1 Kedasl [ ]2 Réas2 [ ]5 Kewd  [_|4 Kead
36 LUAS KAMAR DGN 37 LS RUANG LAIN DINDING

scsaRaL () [ 11 1] ACSENTRAL(MY) [ [ [

[ JOLAH RAGA/ REKREASI (JPB=6)
33 KELASBANGUNAN [ |1 Kelasl [ ]2 Kelas2

[ HOTEL/ WISMa (/PB=7) _
39 JNSHOTEL [ ] []1 Non-Resert | ]2 Resont

| 40JML BINTANG D [:j | Butang S LJZ Buntang 4 {__]3 Butang 3 J 4 Butang 10 | J Non Butang |
41 TOMLAHKAMAR [ | 42LUASKAMARDING [ | | | | #3LsuavelaN [ [ [ '] l
| DINDING ACSENTRAL (M2) DINDING AC SENTRAL (30)
[ JBANGUNAN PARKIR { 1P =12)
M KELASBANGUNAN[ |1 Tiped  [J2Tes  [J3mpe2 [ Tiped
| | APARTEMEN (JPB=13) _ . |
| 4> KELASBANGUNAN D Kelas ) w ) Kelas L) Kelass LJ 4 Kelasd

s pan et [ [T T Jowasaer [T 1T ] susruaveran [ [T T]
DINDINGAC SENTRAL ( M2) DINDING AC SENTRAL (M)
| ]TANGKI MINYAK (JPB =15
49 KAPASITAS TANGKI | 1] soETakTanokt [ ]! DiswsTnsh [ |2 Dibawab Tanah
(M2)

[ |GEDUNG SEKOLAH (1PB=16) N
SIKELASBANGUNAN [ |1 Kels! [ ]2 Rebs2 [ ]3 Kelas3 D A Keasd | ]S Kelass

PETUGASPENDATA MENGETAIUIPEIABAT YANG BERVENSNG
s TancoaLkonvaan | |1/ [(1)/ [T 59 TaNGGALPENDATAAN [ | /[ T 1/ 1]

KEMBALI
55 TANGGAL PENDATAAN | | |/ [ J/[ | ]

60 TANDA TANGAN
56 TANDATANGAN 61 NAMAJELAS
57 NAMA JELAS |

ssae [ LTI, e DT DI




Nomor PP

Lampiran .o

Perihal : Pengajuan Pendaftaran
Objek Pajak

Kepada Yith,

Kepala OPD Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Tebo
Di-

‘Tebo

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama 0 s 5 b 7 5 S 8 0 SRR 4 1 SRR o 1 ) 22 & PR 85 8 S0 113 55 005 B
Alamat RGN § 8§ S S RIENY 5 18 8 4 WU RPN § S £ Y90 PR 8§ 8 a 4 063 3 PR
Dengan ini mengajukan pendaftaran objek pajak atas lahan sebagai berikut .
Nama Wajib Pajak Y § 35§ SEAREIDE 1§11 31 R £ 8 X 14 NSRS £ XY S ERNTLE T 1YY 5 e
Alamat Wajib Pajak e v 8 o il 2 .0 i 6§ . e
Letak Objek Pajak OO p— O PP
Kelurahan /Kecamatan © ....ooooviiiiiiiiniiie i
Luas Tanah B AR T X § 5 BRSSO E F5 M=

Luas Bangunan e M?2

Untuk proses penyelesaian lebih lanjut, bersama ini kami sampaikan :
1. Mengisi SPOP dan LSOP

2. Fotocopy KTP/KSK/Identitas lain

3. Fotocopy salah satu bukti surat tanah

Sertifkat Akta Jual Beli Sporadik

.....................................................................................

4. Fotocopy salah satu bukti surat bangunan
- |PBG Surat Pernyataan Penambahan Bangunan | |...............
5. Surat kuasa da'am hal diajukan oleh kuasa wajib pajak

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Muara Tebo, ...ooooevvvviiiinn.
Pemohon,



Nomor R

{851 2 2 P —
Perihal : Mutasi Objek/Subjek

PBB-P2 Tahun e
Kepada Yth,
Kepala OPD Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Tebo
Di-
Tebe
Diberitahukan dengan hormat bahwa SPPT PBE-P2 tahun ..................
Atas Nama s £ 35 B PN £ E 38 e § S8 FRAGEED £ § 1153 §AKMESE £ 5384 rOVPES
NOP/No.SPPT ey g s s w3 B BN 04§30 S RIS R LD R 1 ¥ o 20w
Alamat Wajib Pajak E 5 B ARGEBE Y §3 § R €18 T8 4 v kB ) ER Y% 3RS
Jumlah Pajak Terutang s S g o €68 § 58 6 G Y VS8 HOTE 3 T A2 Py
Telah Kami Terima Tanggal @ ......cooooiiiiiiiiiini
Dan. pade TATERHAL i csvessamueor oo s rommumonsmens vy symmomeni 6551552 objek pajak tersebut telah
dijual/sewakan/kontrakan kepada
Nama L A ¥ 1 1 Py v 3 0§ A 5 35 SR 1144 PRRDRRAE S 111
NIK E oA S §E S Y RGN L1 Y (0 SBMRs § e e o & n 4% 5 a3 K 5 5
Alamat o A 6§ g e o o § A B AT 8 AT 664125 1D HREA 7RI OA
Luas Tanah B eenrs s BB R £ 10 M2
Luas Bangunan S —— M-
Dimohon mulai tahun pajak @ ..o

1. SPPT PBB-P2 di atas namakan pembeli/ penyewa/pengontrak tersebut atau

2. SPPT PBB-P2 sebagian distas namakan pembeli/penyewa/pengontrak tersebut
diatas dan sisanya tetap atas nama wajib pajak lams

3. Sebagai bahan pertimbangan dengan ini terlampir dokumen antara lain :

asli/fotocopy SPPT PBB-P2 Tahun ...............

fotocopy KTP wajib pajak

g fotocopy tanda bukti peralihan Ha katas Tanah dan Bangunan (akta jual beli
/ akta waris / akta hibah / surat perjanjian sewa-menycwa)

h. fotocopy KTP pembeli/penyewa/pengontrak

i. SPOP/LSPOP

i.  Surat kuasa {apabila dikuasakan)

P {2

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih,

Muara Tebo, ...........
Wajib Pajalk/ }\uasany



Perihal : Permiohonan Pendaftaran Objek Baru/Mutasi/
Pemecahan PBB-P2

Kepada Yth,

Bupati Kabupaten Tebo

Cq. Kepala OPD Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Tebo
Di-

Tebqf

Yang bertandatangan dibawah ini :

DEBIYIRL: « 15 1rsrmenmorrnsrs 18 yorrmummerets s sy sommpusmns y s o s samemammrs & o 4 baSHHEAAN 8

D TIEE o s s s o smees s | ST SR £ ST 5 € Y R
ALAIMAT. oottt
TRID/ I e\ 1s s vemmmenin s s s p sy s s n somcssnmet ne s 3 3463 685005 615838 BIRGHES 01
Sebagai wajib pajak atas objek yang terletalk di :

STBIBEL wveovsamsn e xt 111 Rapmumasns s s 1153 pramensonn 16§ EOvamuees o s 1 p s st 5§ 3 abiabind Rt

Desa / Kel, ........... ek § 4 it 113558 Kecamatan ...................................
NO. SPPT PBB  titiiinititinitiininetiiitnetetenetttesinttinieessitesiitiieren s
Tanggal diterima SPPT PBB ......cocooviiiininiiiiiiniiiiinn e
IVROIPIOEY rames vs 15 ssiomumansss 15153 8 3 SBcrassernn s § 458 502 F IS €21 10 L FRFIT Y 630 403 Scmmmamscs o b a.d onseoms . 0 § 4 b SHEHI

Alasan untuk mengajukan permohonan adaleh :

Dem1k1an agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Muara Tebo, ..........

Pemohon,



KOP KELURAHAN / DESA / KECAMATAN

SURAT KETERANGAN
Nomor :

Yang Dbertanda tangan dibawah ini, Kepala Kelurahan / Desa

TRBCRMETEIL: s saswmunnniioisass Kabupaten Tebo, menerangkan bahwa :

Nama Wajib Pajak PP
NIK Wajib Pajak e e e ¢+ a6 3 A  § 3 EARRAE T 6 §976 bR £ 12
Alamat Wajib Pajak B 86 3RS NS € § 5 5 SHORESTIALR 3 1§ 17 BYEREAI 8§12 3 BESKICE L ¥ H L NSNS 1
No, Telepon / Hp Y

Benar memiliki sebidang tanah kosong / tanah dan bangunan / tanah kapling
siap bangun (coret vang tidak perlu) dengan rincian sebagai berikut :

Luas Tanah PR E——— M2

Luas Bangunan PP M2

Letak objek pajak (ditulis secara lengkap) :

Nama Jalan 5555 bR 8 6§ 6§ S SRR 64 6 43 FSAARAD & 8 3 S VTR 01 8 By g 08 4 e
RT E b NG § & E BT A1 Y B ] 58 ekl €} Y S R £ 14 AR
Kelurahan/Desa st e 666 6 6 RS B S ST E RS SRR €8 8BS B €S s ¢ sae
Kecamatan

...............................................................................

Menurut catatan vang ada pada kami benar objek pajak tersebut belum
dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.
Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Muara Tebo, vvovveveviiiiienninnnn
Kepala Kelurahan / Desa /Kecamatan

Kelengkapan dan data pendukung terlampir

1. KTP/KK

2. Sertifikat tanah/Sporadik/Surat keterangan tanah lainnya
3. PBG



Nomor RS 55 § A SEEEAG S L5

Lampiran : ...ccovcvviiiiiiiiniiiinin

Perihal : Permohonan Salinan SPPT PBB-P2 Tehun ..........

Kepada Yth,

Kepala OPD Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Tebo

Di-

Tebo

Dengan ini mengajukan permohonan salinan PBB-P2 tahun .......... Ata
nama/bangunan yang kami kuasai sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak D TS § TR § 1 T p il 1 i roniriB i 1 gl i+ 63 » permee
NOP/No. SPPT P —
Alamat Wajib Pajak e
Letak Objek Pajak AU PP

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini disampaikan dokumen antara lain :
1. Fotocopy KTP Wajib Pajak.
2. Fotocopy STTS (bukti pelunasan pembayaran PBIB-P2).
3. Fotocopy SPPT PBB-P2 Tahun lalu.
4. Surat Kuasa (apabila dikuasakan).
5. Fotocopy sertitikat/AB.
Demnikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Muara Tebo, ......ooooo
Wajib Pajak/Kuasakan



Nomor T s it £ RS RALY 5a wes Aaseemeneenereners

Lampiran ..o

Perihal : Permohonan Pengurangan

Kepada Yth,

Kepala OPD Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Tebo

Di-

Tebo

Dengan ini mengajukan permohonan pengurangan ... Atas
nama/bangunan yang kami kuasai sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak O U SRS N
NOP/No. SPPT b 605 850 RaRRRGss £ §5 4 SEAONFIRELF TS § SARNISHER €} V6 ABRNGRTEE L 8§ ) BURHANHRS § 05 3
Alamat Wajib Pajak § 4 15 1 5 S IR § 5 946 SRS FY &3 1 § USRS £5 S § 3 PYNSASY .14 5t § § PEEIGES £ 0E 8
Letak Objek Pajek P PSSR PP e e

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini disampaikan dokumen antara lain ;
1. Fotocopy KTP Wajib Pajak.
2. Fotocopy STTS (bukti pelunasan pembayaran PI3I3-P2).
3. Fotocopy SPPT PBB-P2 Tahun lalu.
4. Surat Kuasa (apabila dikuasakan).
5. Fotocopy sertifikat/AB.
Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Muara Tebo, ...................
Wajib Pajek/Kuasakan



Nomor . rarusetasonte o 8 mensvisseseimoniminsd i 4 5 5 0 55,500

Laatipital I .cowcossensvssmmmmmernssos s vosess

Perihal : Pengajuan Keberatan

Kepada Yth,

Kepala OPD Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Tebo

Di-

Tebo

Dengan ini mengajukan keberatan — ............. Atas nama/bangunan yang
kami kuasai sebagai perikut :

Nama Wajib Pajak B e R KA 4.8 ¥ 1 g miaon o £ 5555 HITIONE € 3 §Y BOAAY €5 18 P
NQOP/No. SPPT et e e 4 § B 8B EEEERERER €4 80 ) DAy oo bENREEEEE D AR E £y
Alamat Wajib Pajak TP PUP PP PRI
Letak Objek Pajak SOOI PP PP PP PP

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini disampaikan dokumen antara lain :
1. Fotocopy KTP Wajib Pajak.
2. Fotocopy STTS (bukti pelunasin pembayaran PBI3-P2).
3. Fotocopy SPPT PBB-P2 Tahun lalu.
4. Surat Kuasa |apabila dikuasakan).
5. Fotocopy sertifikat/AB.
Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Muaira Tebo, ........ ...,
Wajib Pajuk/Kuasakan



Nomor S Y )RR ¥ § SRR 55 B b
Lampiran ..o,
Perihal : Permohonan Aktivasi NOPD Yang Dinonaktifkan

Kepada Yth,

Kepala OPD Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Tebo
Di-

Tebo

Dengan ini mengajukan Permohonan Aktivasi NOPD Yang Dinonaktifkan Atas
nama/bangunan yang kami kuasai sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak G SN0 8 L8 BN L AR § § SRR i § R i b T PR A
NOP/No. SPPT il B icnsosmmena e s g e O Y ST PSS
Alamat Wajib Pajak PP
Letak Objek Pajak S ok e TS 22 PR S METERRTFS X § BSOS 8 SEESREE

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini disampaikan dokumen antara lain :
1. Fotocopy KTP Wajib Pajak.
2. Fotocopy STTS (bukti pelunasan pembayaran PBB-P2).
3. Fotocopy SPPT PBB-P2 Tahun lalu.
4. Surat Kuasa (apabila dikuasakan).
5. Fotocopy sertifikat/AB.
Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Muara Tebo, .....c.ccouen....
Wajib Pajak/Kuasakan

Pj. BUPATI TEB(}
WV
<
v

VARIAL ADHIPUTRA




Nomor L e

LETEIDIEEET. 5 nconvuns sumomomnns 55 243 50 s

Perihal : Permohonan Aktivasi NOPD Yang Dinonaktifkan
Kepada Yth,

Kepala OPD Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Tebo

Di-

Tebo

Dengan ini mengajukan Permohonan Aktivasi NOPD Yang Dinonaktifkan Atas
nama/bangunan yang kami kuasai sebagai berikut

Nama Wajib Pajak 2 BN § 50 0B MVUTRE § K § 5 S RRERIGEE E K § Y FASGRES £E 0SSR EY ¢ 08 20 g
NOP/No. SPPT PSS § 43 SRR £ 1} SOy s § 1 4 oyt 658 3 BRGNS §3 LSRR
Alamat Wajib Pajak e s 8 A A 5 85 RERSEAY £ § T VSR £ 18D RSN S Y 1 s
Letak Objek Pajak T BRI  § 4. 54 KRG0S .8 € 18 S PRI b8 n = koo 43 84w K E 41 §0 GO

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini disampaikan dokumen antara lain :
1. Fotocopy KTP Wajib Pajak.
2. Fotocopy STTS (bukti pelunasan pembayaran PBI-P2),
3. Fotocopy SPPT FBB-P2 Tahun lalu.
4. Surat Kuasa (apabila dikuasakan).
5. Fotocopy sertifikat/AB.
Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Muara Tebo, ........ooveveeen,
Wajib Pajak/Kuasakan

Pj. BUPATI TEBO,

VARIAL A DHIPUTRA



tanggal

lainnya,;
c. Subjek/objek Pajak tidak ada atau tidak
diketahui.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku
Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak yang
belum diselesaikan sebelum Peraturan Bupati ini
diundangkan, penyelesaiannya dilakukan
berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuli, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo
Ditetapkan di Muara Tebo

pada tanggal /2 - 2- 2025
Pj. BUPAT, TEBO,

VARIAL APl PUTRA

12 - 2 2025
EKRETARIS DAERAH
ABUPATEN TEBO

be

? dangkan di Muara Tebo
da



